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ABSTRAK 
 

Tesis dengan judul “Konflik Norma Dalam Penyelenggaraan 
Pemilu Di NAD”. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana Implikasi status 
Nangro Aceh Darussalam pada peraturan penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah tersebut, serta mengkaji bagaimana penyelesain konflik terkait 
dengan kedudukan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Pemilu di 
Aceh. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau  
Doctrinal, yang menggunakan tiga pendekatan yakni: pendekatan 
perundang-undangan (Statute approach), pendekatan sejarah (Historical 
approach), dan pendekatan komparatif (Comparatif approach). Sumber 
bahan Hukum pada penelitian ini di peroleh dari bahan hukum primer 
(perundang-undangan) dan sumber bahan Hukum sekunder (buku-buku 
dan jurnal), serta menggunakan metode Analisis Kualitatif dalam 
menjabarkan perundang-undangan dan konflik norma penyelenggaraan 
Pemilu di Aceh tersebut. 

Setelah melakukan penelitian maka didapatkan hasil penelitian 
sebagaimana berikut: pertama, Status kekhususan Aceh telah memberikan 
implikasi terhadap peraturan penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Implikasi 
tersebut adalah Anggota KIP Aceh, Jumlah anggota KIP Aceh, metode 
rekrutmen anggotanya dan anggota Panwaslih, Jumlah anggota serta 
rekrutmen anggotanya diusulkan oleh masyarakat Aceh melalui DPRA 
atau DPRK, sehingga anggota KIP Aceh berjumlah  tujuh orang, anggota 
KIP kabupaten atau kota berjumlah lima orang yang berasal dari unsur 
masyarakat dan  Anggota panitia pengawas pemilihan masing-masing 
sebanyak lima orang. kemudian   DPRA/DPRK membentuk tim 
independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan 
penyaringan calon anggota KIP. 

Kedua, Penyelesaian konflik norma atau pertentangan tentang 
penyelenggaraan pemilu di Aceh dapat diselesaikan dengan Preferensi. 
Berdasarkan asas preferensi tersebut peraturan penyelenggaraan Pemilu di 
Aceh oleh Komisi Independen Aceh (KIP) sebagai lembaga penyelenggara 
Pemilu di Aceh yang meliputi jumlah anggota KIP, nomenklatur nama dan 
metode rekrutmen anggotanya serta keanggotaan, jumlah dan pengusulan 
Panwaslih tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang pemerintahan Aceh. 

 
Kata Kunci: Konflik Norma. Penyelenggaraan Pemilu Di NAD 
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ABSTRACT 
 

Thesis with the title "Conflict of Norms in the Implementation of 
Elections in NAD". Aims to examine the implications of the status of 
Nangro Aceh Darussalam on the regulations for organizing elections in the 
region, as well as to examine how conflict resolution is related to the 
position of election organizers in conducting elections in Aceh. 

This research is a type of normative or doctrinal legal research, 
which uses three approaches, namely: a statutory approach, a historical 
approach, and a comparative approach. Sources of legal materials in this 
study were obtained from primary legal materials (laws) and secondary 
legal sources (books and journals), and used the Qualitative Analysis 
method in describing the legislation and conflicting norms for the 
implementation of the General Election in Aceh. 

After conducting the research, the following research results were 
obtained: first, the special status of Aceh has implications for the 
regulations for organizing elections in Aceh. These implications are the 
Aceh KIP Members, the number of Aceh KIP members, the method of 
recruiting members and Panwaslih members, the number of members and 
the recruitment of members proposed by the Acehnese people through the 
DPRA or DPRK, so that the Aceh KIP members are seven people, the 
district or city KIP members are five people. come from elements of the 
community and members of the election supervisory committee each as 
many as five people. then the DPRA/DPRK formed an independent ad hoc 
team to screen and screen candidates for KIP members. 

Second, the resolution of conflicts over norms or conflicts 
regarding the administration of elections in Aceh can be resolved by 
preference. Based on the principle of preference, the regulations for the 
implementation of the General Election in Aceh by the Aceh Independent 
Commission (KIP) as the election organizing agency in Aceh which 
includes the number of KIP members, the nomenclature of names and 
methods of recruitment of its members as well as the membership, number 
and proposal of Panwaslih still refer to Law Number 11 Year 2006 on the 
governance of Aceh. 

 
Keywords : Norm Conflict. Elections in NAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam konsep ketatanegaan Indonesia adalah negara kesatuan 

yang berbentuk Republik. hal itu telah termaktub pada Pasal 1 ayat (1) 

UUD 1945, bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik” maka dari itu  harus terbentuk dengan adanya 

beberapa batas wilayah administratif suatu daerah yang terdiri atas daerah 

besar dan kecil. Seperti dengan terbentuknya provinsi, kabupaten dan kota, 

bahkan desa.1 

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi dan 

menjamin Hak Asasi Manusia. Dalam hirarki perundang-undangan, 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi di Indonesia 

sehingga, menjadi acuan dalam pembuatan peraturan atau Undang-Undang 

dibawahnya. Indonesia yang memiliki letak geografis yang luas dengan 

jumlah penduduk yang padat yang memiliki kepentingan khusus dan 

berbeda-beda, keanekaragaman yang berbeda-beda serta budaya dan kultur 

yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri lagi dengan adanya sistem 

pemenkaran,2 dan pembagian wewenang pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang memiliki hak 

khusus untuk mengatur daerahnya sendiri dan itu biasa disebut dengan 

daerah dengan otonomi Khusus (Otsus). 

                                                           
1 Pasal 1 ayat(1) UUD 1945 
2 Pemecahan derah provinsi, derah kabupaten dan derah kota menjadi lebih dari satu daerah 
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Perlunya daerah otonom, ada beberapa pertimbangan antara lain: 

1. Atas dasar Tuntutan Negara hukum  

2. Atas dasar Tuntutan Negera kesejahtraan 

3. Atas dasar Tuntunan Demokrasi.  

4. Atas dasar Tuntunan kebinekaan 

Dalam peraturan perundang-undangan, eksistensi otonomi khusus 

dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa 

Aceh jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 

Aceh. Aceh adalah salah satu daerah dengan otonomi khusus atau daerah 

istimewa.3  

Penetapan provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berkedudukan 

sebagai daerah dengan otonomi khusus, bermula dari penyelenggaraan 

Hak asasi manusia (HAM). Pada kenyataanya, dalam sejarah 

membuktikan bahwa, Aceh adalah salah satu daerah khusus, atau 

istimewa. Hal itu Mengingat bahwa aceh memiliki salah satu ciri khas 

sejarah perjuangan dan daya juang yang tinggi. Semua tidak lain karena 

Aceh memiliki padangan hidup yang berlandaskan kepada syariat Islam. 

sehingga Aceh memiliki modal besar dalam memperjuangkan dan merebut 

serta mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia. Hal demikian, 

yang kemudian menjadi bahan sebagai pertimbangan penyelenggaraan 

                                                           
3 Aceh sebelum amandemen UUD 1945 telah berstatus sebagai daerah istimewa dengan nama 
daerah istimewa Aceh, begitupun dengan yogyakarta dengan nama Daerah istimewa yogyakarta 
(DIY). 
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keistimewaan atau kekhususan  bagi Aceh dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 1999.4 

Dengan ditetapkannya Aceh sebagai derah dengan otonomi  khusus 

atau istimewa, selanjutnya pemerintahan adalah pemerintah daerah 

provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah Aceh dan oleh dewan perwakilan rakyat daerah Aceh  

memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang berbeda.5 

penyelenggaraan pemerintahan juga bersifat khusus, berbagai peraturan 

juga dilakukan oleh pemerintahn Aceh sendiri sampai wewenang dalam 

pelaksanaan pemilu di Aceh. Hal ini juga berdasarkan pasal 18A UUD 

1945 yang berbunyi sebagai berikut. 

(1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keragaman  daerah”. 

(2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan Undang-Undang”.6  

Disamping itu, pada pasal 18B yang berbunyi sebagai berikut. 

                                                           
4 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia, 2017, h. 282. 
5Ketentuan umum  Pasal (1) UUD NO 11 Tahun 2006 
6 Pasal 18A UUD 1945  
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(1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan Undang-Undang”. 

(2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

Undang-Undang”.7 

Dari beberapa bunyi pasal 18A, dan 18B jelas bahwa UUD 1945 

mengakui eksistensi pemerintahan daerah atau daerah dengan otonomi 

khusus. Otonomi khusus, merupakan kewenangan khusus yang diberikan 

kepada daerah tertentu, untuk mengatur dan mengurusi kepentingan 

masyarakat setempat menurut perkara sendiri tetapi sesuai dengan hak dan 

aspirasi masyarakat didaerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar 

daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar 

lebih baik lagi dibidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya.8 

Telah dijelaskan Dalam Pasal 22E UUD 1945,  tentang ketentuan 

Pemilihan Umum, yang selanjutnya dibentuk juga Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. dalam muatannya dijelaskan 

yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu komisi Pemilihan Umum 

(KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sementara Di Aceh 

sendiri Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan 
                                                           
7 Pasal 18B UUD 1945 
8 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia 1945, (Depok: Prenadamedia, 
2017,) h. 281. 
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Pemilu, juga mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur 

pada BAB IX penyelengraan pemilihan adalah Komisi Independen 

pemilihan (KIP). Tidak lama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Memunculkan reaksi protes pada Undang-

Undang tersebut, masyarakat Aceh menilai bagian pasal dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merugikan Aceh 

sebagai daerah dengan otonomi khusus. 

Reaksi protes dilakukan warga Aceh tentang Pasal 557 ayat (1) 

huruf a, huruf b, ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu terkait kelembagaan penyelenggara pemilihan 

umum di Aceh, Dimana pada Undang-Undang tersebut bersifat 

Inkonstitusional karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu tersebut tidak menjamin dan menghormati serta menghilangkan 

hak-hak sistem pemilu di Aceh yang memang memiliki kekhususan, dan 

berbeda dari daerah-daerah lainnya. Sehingga bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Dijelaskan bahwa norma pasal 557 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menyatakan bahwa, 

“Komisi Independen Pemilihan Aceh dan komisi pemilihan kabupaten 

atau kota merupakan satu kesatuan kelembagan yang hirarkis dengan 

KPU. Panitia pengawas pemilihan provinsi Aceh dan panitia pengawas 

pemilihan kabupaten atau kota adalah satu kesatuan dengan Bawaslu”, 

dalam pasal ini menegaskan bahwa, “kelembagaan pemilu di Aceh 
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sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 557 harus mendasarkan dan 

menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu”. Sementara norma dalam pasal 571 huruf d 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan berlakunya 

Undang-Undang ini, pasal 57 dan pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal-pasal yang dicabut itu berisi 

pengaturan mengenai jumlah anggota KIP yang disebutkan 7 orang 

dicabut dan diganti menjadi 5 (lima) orang, dan penyesuaian KIP Aceh 

dengan KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota ditanah air. Dilihat dari sudut 

substansi pengaturan, perubahan- perubahan ini kiranya bersifat 

fundamental, artinya pembentukan pengaturan justru menjadi benturan 

pada aspek prosedur, dimana hak-hak Aceh sebagai daerah dengan 

otonomi khusus menjadi tidak ada. Pembentukan Pasal 557 dan Pasal 551, 

yang  justru tidak sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahan Aceh, yang secara tidak langsung merugikan Aceh 

dan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 mengingat Aceh 

hak-haknya telah dijamin pasal 18 A dan 18 B UUD 1945. Sehingga 

adanya Pasal 557 dan Pasal 551 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 

secara tidak lansgung sudah bertentangan dengan UUD 1945. 

Tidak hanya disitu kita tahu bahwa kelembagaan KIP aceh diatur 

dengan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan 
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UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 

Perbedaan dalam regulasi ini meliputi nomenklatur nama, jumlah anggota 

dan bagaimana cara rekrutmen anggota, keberadaan penyelenggaraa 

pemilu di Aceh telah mengalami tumpang tindinya peraturan atau dasar 

hukum KIP Aceh.  

Selain itu, terdapat Bunyi pasal pencabutan terhadap pasal 57 dan 

pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan pasal 571 huruf d Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menimbulkan kontradiksi 

Undang-Undang dengan Norma dasar konstitusi didalam UUD 1945, 

karena pilihan apakah komite independen pemilihan Aceh adalah institusi 

penyelenggara pemilu yang secara struktural berdiri sendiri di Aceh, 

ataukah ia secara struktural merupakan bagian dari KPU secara Nasional. 

Pada prinsipnya merupakan “open legal policy” pembentuk Undang-

Undang. Namun persoalan di Aceh bukanlah sederhana seperti itu, jika 

kita melihat Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan 

Aceh. Undang-Undang ini dibentuk dengan kesepakatan di Helsinki untuk 

mengakhiri konflik berdarah yang berkepanjangan, yang telah 

mengorbankan banyak hal. Sampai akhirnya pemerintah RI dan GAM 

sepakat mengakhiri konflik melalui negosiasi. Perjanjian damai tersebut 

antara kedua belah pihak adalah perjanjian yang teguh, yang jangan 

dengan mudah diingkari karena memandangnya tidak seberapa, karena 

ketidak tahuan dan ketiadaan penjiwaan atas konflik masalalu dan latar 
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belakang penyususnan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh. 

Berdasarkan permasalahan diatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang penyelenggaraan pemilu, maka pada Pasal 557 ayat (1) huruf 

a dan b serta, ayat (2) dan Pasal 571 huruf d, diujikan (judicial review) 

kembali di Mahkamah Konstitusi. Dan Hasilnya, Mahkamah Konstitusi 

memberikan putusan bahwa, Undang-Undang tersebut telah  bertentangan 

dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat  

atau Lex Superior Derogat Legi Inferior. dan dari itu kita tahu juga bahwa 

regulasi kelembagaan KIP aceh diatur tidak dengan satu aturan yang disana 

telah mengalami tumpang tindihnya peraturan dasar hukum KIP aceh atau 

konflik norma hukum. 

Dari pembahasan latar belakang penelitian ini membahas tentang 

analisis konflik penyelenggaraan Pemilu di Nangro Aceh Darussalam untuk 

dibahas dalam tesis agar dapat diketahui bagaimana pengaturan 

penyelengraan Pemilu di Aceh secara konstitusional yang memang 

memiliki peraturan ganda dan terdapat konflik norma serta pasal 557 dan 

571 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat 

diskriminatif dan menghilangkan Hak Asasi Manusia (hak-hak warga 

Aceh)  sehingga tidak memiliki kepastian hukum. 
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B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, maka peneliti 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

yaitu peraturan dan mekanisme tentang Pemilu di Indonesia  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 557 tentang 

kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh dan pasal 571 tentang 

pecabutan Pasal 57,  Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Dari telah 

menimbulkan konflik mengingat kelembagaan KIP Aceh tidak di atur 

dengan satu aturan serta menghilangkan hak daerah khusus Aceh 

sebagai daerah dengan otonomi khusus sebagaimana yang telah 

diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar, diantaranya; 

a. Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa; 

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau 

provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-

Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 

daerah” 

b. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan; ”Negara 

mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan 
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daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan Undang-Undang”. 

c. Pasal 18 ayat (3) menyatakan; “Pemerintah Daerah Provinsi, 

daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang anggota-anggota dipilih melalui 

Pemilihan Umum.” 

d. Pasal 28C ayat (2) menyatakan, ”Setiap orang berhak untuk 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa  dan 

Negaranya”. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 

Yaitu pada Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4), Pasal 56 

ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 

Pemerintahan Aceh. Dimana Dengan diberlakukannya Pasal 557 ayat 

(1) huruf a, huruf b, dan ayat (2), serta Pasal 571 huruf d Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari pasal-

pasal tersebut Para Pemohon telah dihilangkan Hak atau 

Kewenangannya untuk membentuk tim Independen yang bersifat ad-

hoc untuk menyeleksi KIP Aceh dan mengusulkan anggota KIP Aceh 

terpilih ke KPU. Padahal kita tau daerah khusus aceh DPRA Aceh 

memiliki wewenang besar dalam mengatur daerahnya. 
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4. Tentang konsep Al-maslahah dimana setiap kebijakan, peraturan 

perundang-undangan harus mengandung Maslahat agar tidak 

mnimbulkan konflik.  

C. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas maka, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi status khusus Nangro Aceh Darusalam pada 

peraturan penyelenggaraan Pemilu diwilayah tersebut? 

2. Bagaimana penyelesaian konflik terkait kedudukan penyelenggara 

Pemilu dalam melaksanakan Pemilu di Aceh? 

D. Tujuan Penelitian 

tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis bagaimana implikasi status khusus Nangro Aceh 

Darusalam pada peraturan penyelenggaraan Pemilu diwilayah tersebut 

2. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian konflik terkait kedudukan 

penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Pemilu di Aceh 

E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan atau manfaat, 

baik secara teoritis atau secara praktis. Adapun kegunaan atau manfaat 

yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut; 
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1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis,  penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

dapat berkontribusi untuk perkembangan pemikiran keilmuan, 

khususnya pemikiran ilmu hukum tata Negara, serta dijadikan bahan 

optimalisasi dalam pembuatan regulasi atau peraturan. Selanjutnya 

dengan penelitian ini, dapat memenberikan wawasan lebih dalam 

kajian keilmuan serta diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khsususnya 

hukum Tata Negara Universitas Islam Sunan Ampel. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga 

pemerintahan, dijadikan bahan masukan dan pertibangan pemikiran 

dalam membuat peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum. Dimana dengan penelitian ini peraturan-peraturan 

yang dibuat oleh pemerintahan tidak sampai mengurangi, 

menghilangkan hak-hak daerah istimewa. 

F. Krangka Teoritik  

Adapun krangka teoritik dalam penelitian ini, untuk menunjukkan 

krangka berfikir peneliti, maka peneliti menggunakan teoretik 

sebagaimana berikut; 

1. Norma Hukum 

Menurut Hans Kelsen Norma hukum adalah aturan, pola, atau 

standar yang perlu untuk diikuti. Sementara Mertokusumo berpendapat 

bahwa norma hukum juga disebut kaidah hukum diartikan sebagai 
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peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya 

berperilaku, bersikap didepan masyarakat agar kepentingannya dan 

kepentingan orang lain dapat terlindungi. Kaidah hukum dalam arti 

sempit merupakan nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit.9 

Melihat kepada isinya norma hukum dibagi kepada tiga bagian, 

pertama, norma hukum yang berisi perintah yang harus dijalankan dan 

ditaati tanpa alasan. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, artinya 

dari norma tersebut memiliki anjuran untuk tidak melakukan hal yang 

dilarang dalam kandungan norma tersebut. Ketiga, norma hukum yang 

berisikan penekanan yang hanya mengikan sepanjang pihak yang 

bersangkutan tidak menentukan dan mengikutkan lainnya dalam 

perjanjian.10 

Menurut Asshiddiqie norma hukum memiliki ciri-ciri yaitu, 

kebolehan untuk melakukan sesuatu (Permittere), anjuran positif untuk 

mengerjakan sesuatu, anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu, 

perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban (Obligattere), 

perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu (Prohibere). 

Sementara Menurut Apeldoorn yang juga dikutip Asshiddiqie, kaidah 

hukum yang bersifat imperatif biasa disebut juga dengan hukum yang 

memaksa (Dwingendrecht), sedangkan yang bersifat fakultatif 

dibedakan antara norma hukum yang mengatur (Regelendrecht) dan 

norma hukum yang menambah (Anvullendrecht). Terkadang ada pula 
                                                           
9 Eko Suprianto, kedudukan naskah akademik dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-Undang, jurnal Yuridika, volume 31 No. 3, 2016, h, 388. 
10 Ni’matul huda & Nazriyah, h, 16. 
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kaidah-kaidah hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus 

bersifat memaksa (Dwingende) dan mengatur (Regelende). Menurut 

Attamimi, berbagai sifat norma hukum dalam peraturan perundang-

Undangan, yaitu;  pertama, Perintah, adalah kewajiban umum untuk 

melakukan sesuatu. kedua, larangan, adalah kewajiban umum untuk 

tidak melakukan sesuatu. ketiga, pembebasan (Dispensasi), adalah 

pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum 

diharuskan, dan keempat, izin, adalah pembolehan khusus untuk 

melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.11 

Norma-norma yang membentuk suatu tatanan hukum mesti berupa 

Norma yang menetapkan tindakan yang memaksa, yakni suatu sanksi. 

Khususnya, norma-norma umum harus merupakan Norma diaman 

suatu sanksi tertentu dibuat bergantung kepada kondisi tertentu, 

keberlangsungan ini mengingat kepada konsep keharusan itu sendiri. 

Selain itu keberlakuan dari Norma bersifat Valid artinya memiliki 

kekuatan yang mengikat. Menurut Hans kalsen, mengatakan bahwa 

suatu  norma itu Valid, sama halnya mengatakan bahwa kita mengakui 

eksistensinya atau dengan perkataan lain kita menganggap bahwa 

norma mengandung “kekuatan yang mengikat” bagi mereka yang 

peraturannya diatur oleh peraturan tersebut. Peraturan Hukum, jika 

Valid adalah norma.12 

 

                                                           
11 Ibid. 389. 
12 Hans kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, (Bandung: Nusa Media, 2016), h. 40.  
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2. Penyelenggaraan Pemilu  

Mengenai pengertian penyelenggraan Pemilihan Umum 

(Pemilu) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bagian umum 

pada pasal 1 ayat (2), bahwa “Penyelenggaraan pemilihan umum 

merupakan pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara Pemilu”. 

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat diantara 

beberapa syarat berjalanya demokrasi. Namun, tidak semua pemilihan 

umum berjalan secara demokratis. Robert A Dahl menuturkan bahwa, 

ukuran-ukuran yang harus terpenuhi agar suatu pemilihan umum dapat 

memenuhi prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. 

a.  Effective Participation, (setiap orang mempunyai kebebasan untuk 

mengekpresikan pilihannya). 

b.  Enlightened Understanding, (dalam rangka mengekspresikan 

pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai 

pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan 

pilihannya). 

c.  Equal Vote, (setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama). 

d. Inclusiveness, (setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan 

dalam Pemilu). 
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e.  final control of agenda, (pemilihan umum dianggap demokratis 

apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya 

pemilihan umum atau Pemilu).13 

Khusus tentang lembaga penyelenggara Pemilu atau pemilihan 

umum, standar Internasional pemilihan umum demokratis menegaskan 

bahwa, haru ada jaminan  hukum yang menegaskan kalau lembaga 

tersebut harus bekerja secara profesional dan bersifat Independensi. 

Independensi penyelenggara pemilihan umum adalah hal yang sangat 

penting, karena mesing-mesing penyelenggara pemilihan umum atau 

Pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat 

mempengaruhi hasil pemilihan umum atau Pemilu. Oleh karena itu, 

lembaga tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, 

memiliki sumber daya yang mumpuni, dan tersedia dana yang 

memadai. Undang-Undang Pemilu harus mengatur ukuran, komposisi, 

dan masa kerja anggota lembaga penyelenggara Pemilu. Juga 

mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara Pemilu pusat dan 

lembaga-lembaga Pemilu tingkat yang lebih rendah, serta hubungan 

antara semua lembaga Pemilu dengan lembaga eksekutif. Undang-

Undang harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk 

memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam Pemilu 

secara tepat waktu. Undang-Undang juga yang mengatur 

penyelenggara Pemilu harus secara jelas mendefinisikan tentang 

                                                           
13 Didik Supriyadi, Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu, Semarang: USAID, th, h, 22. 
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wewenang dan tanggungjawab lembaga penyelenggara Pemilu disetiap 

tingkatan.14 

Kehadiran pemilihan umum atau Pemilu bebas dan adil dalam 

sistem pemerintahan demokrasi adalah suatu keniscayaan, Banyak dari 

para ilmuan politik yang menjadikan Pemilu sebagai parameter 

pelaksanaan demokratisasi suatu Negara. menurut Muhammad Asfal, 

terdapat beberapa alasan mengapa Pemilu merupakan bagian yang 

penting dari terwujudnya demokrasi. Pertama, memalui Pemilu 

memungkinkan suatu komunitas politik dalam dapat mentransfer 

kekuasaan secara damai. Kedua, dengan Pemilu akan tercipta 

kelembagaan politik.15 

Secara konsep, ada dua cara sehingga Pemilu dapat dilakukan 

dengan baik yang bersifat bebas dan adil. Yaitu, pertama, membuat 

seperangkat metode untuk mentranfer suara pemilih dalam suatu 

lembaga perwakilan rakyat secara adil  (Electoral system). Kedua, 

menjalankan Pemilu sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip 

demokrasi (Electoral process).16 

Ranney mendiskripsikan, bahwa suatu pemilihan umum yang 

benar-benar bebas harus memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 

1) Adanya pendaftaran pemilih yang bebas.  

2) Diselenggarakan secara regular. 

                                                           
14 Didik Supriyadi, Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu, Semarang: USAID, th, h, 25. 
15 Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih, Surabaya: Pustaka Eurika, 2004 h.34. 
16 Ibid, hal. 4. 
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3) Hak pilih orang dewasa yang universal.  

4) Penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.17 

5) Diberlakukan dengan sama dalam pemberian suara.  

6) Pilihan yang benar-benar berarti. 

7) Terdapat kebebasan dalam menempatkan calon. 

8) Terdapat kebebasan mengetahui, serta mendiskusikan pilihan-

pilihan.  

Selain ciri ini, antara suatu Negara dan Negara yang lain 

terdapat sistem Pemilu yang berbeda, perbedaan tersebut terdapat pada 

pertama, rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk 

menetukan pilihannya, sekaligus mencalonkan dirinya sebagai wakil 

rakyat. Kedua, rakyat dalam hal ini dipandang sebagai anggota 

kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya 

yang akan duduk menjadi perwakilan rakyat dan berhak mencalonkan 

diri sebagai wakil rakyat.18 

Sistem pemilihan sebenarnya adalah seperangkat cara untuk 

mengatur warga negara dengan cara memilih wakilnya dalam 

kontestasi pemilihan umum. Maka dari itu dapat juga dikatakan 

bahwa, sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode suara 

pemilih dalam suatu kursi diparlemen.19 

                                                           
17 M. Rusli Karim,  Pemilu Demokratis Kompetitif, yogyakarta: Tiara wacana yogya 1991, h, 13. 
18 Kusnardi dan  Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat 
Studi Ilmu Hukum UI, h,  330. 
19 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 dalam sistem Pemilu Menurut UUD 1945, Jakarta: prestasi pustaka Publiser, 2006, h. 
336. 
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3. Otonomi Khusus 

Otonomi khusus, merupakan kewenangan khusus yang diberikan 

kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut perkara sendiri tetapi sesuai dengan hak 

dan aspirasi masyarakat didaerah tersebut. Kewenangan ini diberikan 

agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah 

tersebut agar lebih baik lagi dibidang tertentu sesuai dengan aspirasi 

daerahnya.20 

Otonomi khusus ditawarkan melalui otonomi daerah biasa, karena 

Otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu yang yang berarti daerah 

tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin 

memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Secara tidak 

langsung, pemerintah memberikan otonomi Khusus ini sebagai bentuk 

pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus 

bergejolak. 

Butuh pertimbangan amat sangat matang untuk memberikan 

Otonomi khusus kepada daerah tersebut. Karena suatu Negara sangat 

bergantung pada pendapatan daerah yang akan diberikan otonomi 

khusus. Diperlukan beberapa kesepakatan agar kedua pihak akan 

sama-sama diuntungkan dengan adanya otonomi khusus ini, karena 

setiap bangsa atau Negara memerlukan kemajuan yang relatif 

                                                           
20 Titik triwulan tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia, 2017, h. 281. 
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meningkat untuk melaksanakan proses berkembangnya Negara menuju 

kondisi yang lebih baik.21 

Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 telah menyatakan tentang konsep 

otonomi khusus, dijelaskan dalam pesal tersebut bahwa, “negara 

mengakui dan dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.” Dari bunyi pasal ini “kata khusus” memiliki cakupan yang 

cukup luas, salah satunya karena dimungkinkan akan membentuk 

pemerintahan daerah dengan otonomi khusus misalnya adalah Aceh.22  

Sejarah membuktikan dari adanya pengaturan otonomi daerah 

telah mengalami kemajuan, selain menyatakan otonomi luas, nyata dan 

juga bertanggung jawab, mengatur juga otonomi khusus yang pada 

waktu itu diberikan kepada Aceh dan Irian jaya. Hal itu juga diperkuat 

dalam TAP No IV/MPR/1999 menyatakan bahwa, “dalam rangka 

pengembangan otonomi daerah didalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, serta menyelesaikan secara adil dan menyeluruh 

permasalahan didaerah yang memerlukan penanganan segera dan 

bersungguh-sungguh, maka perlu juga ditempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan 

keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian jaya 

sebagai daerah otonomi khusus yang telah diatur oleh Undang-
                                                           
21 Ibid. 282. 
22 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, yogyakarta, 2001, h, 15. 
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Undang”. Dari Tap MPR tersebut akhirnya disahkan UU Nomor 18 

tahun 2001 tentang Otonomi khusus provinsi Aceh. Dengan Undang-

Undang ini pada perinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat 

khusus pada pemerintahan Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD).  

Mengenai pengaturan Otonomi khusus bagi daerah tertentu, 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup berbagai segi, 

sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu ke khususan, semata-

mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kreteria umum 

yang ditetapkan Undang-Undang, apa lagi jika kekhususan itu 

mengandung muatan privelege tertentu yang tidak dimiliki daerah 

lain.23 Dengan adanya otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi 

Aceh, sehingga Aceh memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri, termasuk dalam masalah penyelenggaraan Pemilu. Hal itu 

mengingat Aceh telah dijamin Hak kolektifnya oleh Undang-Undang 

sebagai daerah khusus.  

Ada empat hal yang pada perinsipnya mengatur kewenangan 

pemerintahan di Aceh sebagimana dalam Undang-Undang No 22 

Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999. Pada dasarnya dijelaskan 

Aceh memiliki kewenangan  

a. Memberikan kesempatan yang sangat luas dalam mengatur 

dan mangurus rumah tangganya sendiri termasuk hal lain 

                                                           
23 Husni Jalil, Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus, Makassar: social 
politic genius, 2017, h, 23-27. 
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sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan 

sumber daya alam dan sumber daya manusianya. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan 

demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali 

dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai 

dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh  

c. Memfungsikan secara optimal dan sepenuhnya kepada DPRA 

dalam menyelenggarakan peraturan pemerintahan di Aceh 

d. Mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Dari pernyataan diatas Aceh memiliki wewenang besar dalam 

mengatur dirinya sendiri, DPRA yang berperan sepenuhnya dalam 

kemajuan pemerintahan memberikan kesempatan dalam berjuang 

untuk kepentingan bersama wagra Aceh. Dari ini tentunya jelas dalam 

sistem penyelenggaraan Pemilu Aceh mempunya wewenang besar 

untuk andil didalamnya yang tetap berlandasan kepada UUD 1945.   

4. Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak 

untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negaranya.24 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan 

Hak Asasi Manusia adalah sebagai perangkat hak yang melekat pada 

                                                           
24 UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) 
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hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha 

Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah, dan oleh semua 

orang demi kehormatan dan perlindungan harkat danmartabat 

manusia.25 

Istilah HAM sendiri berasal dari istilah Droits I’home (Prancis), 

Menslijke recten (Belanda), Fitrah (arab) dan Human Right (Inggris). 

Istilah Human Right sendiri berasal dari “Right of human” yang 

menggantikan istilah “Natural right” yang selanjutnya oleh Eleanor 

Roosevelt diubah dengan istilah “Human right” yang memiliki 

konotasi lebih netral dan Universal.26 Di Eropa barat pemikiran 

mengenai Hak Asasi Manusia berawal dari abad ke-17 dengan 

timbulnya konsep Hukum Alam serta hak-hak Alam.27 

Menurut Jimly Asshidiqie, Hak Asasi Manusia dalam konteks 

pembahasan Undang-Undang Dasar, suatu Negara merupakan materi 

inti dalam naskah Undang-Undang Dasar modern.28 Yaitu hampir 

semua konstitusi mengatur hal yang terkait dengan HAM. 

Konsep HAM yang pada dasarnya menekankan pada hubungan  

Vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang 

terutama dilakukan oleh Negara, baik hak ekonomi, hak sipil politik 

maupun sosial dan budaya.  konsekuensinya, disamping karena sudah 

                                                           
25 Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, tambahan lembaran Negara RI No. 3886. 
26 Titik triwulan tutik. H. 781. 
27 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Pustaka Utama, 2017), h. 213. 
28 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi, Jakarta: 
Bhuana ilmu Populer,2008, h. 615. 
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merupakan tugas pemerintah kewajiban utama perlindungan dan 

pemajuan HAM ada pada pemerintah.29 

Menurut pendapat Majda El-Muhtaj, hak asasi manusia adalah hak 

dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang marupakan kodrati 

kahidupan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga bersifat langgeng. 

Maka tidak heran kalau hak asasi manusia ini harus tetap dijaga, 

dilindungi, dihormati serta dipertahankan dan tidak boleh dirampas 

oleh siapapun dalam kehidupan. Selain itu juga masyarakat memiliki 

kewajiban sesama manusia dan masyarakat secara keseluruhan untuk 

mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.30 

5. Konsep  Al-Maslahah  

Setiap kebijakan, putusan, dan peraturan apapun harus 

mengandung kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dalam 

teori kajian Islam (Usul al-fiqh) Maslahah diidentifikasi dengan 

sebutan (Atribut) yang bervariasi secara etomologi Maslahah 

mempunyai arti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, 

kepatutan dan biasanya dilawankan dengan Al-mafsadah yang 

memiliki arti kerusakan. 

Secara terminolohi Al-maslahah telah dijelaskan oleh beberapa 

ulama Usul al-fiqh. Al-Ghazali (w. 505 H), misalnya, mengatakan 

bahwa Al-maslahah adalah menwujudkan kemanfaatan atau 

                                                           
29 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 
h,221. 
30 Lihat Majda El-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Ekonomi Sosial, dan Budaya, 
Jakarta: Rajawali Pers, 2005, h, 228. 
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menghindari kemudaratan (Jalb Al-manfaah Au Daf Al-madarah) 

artinya menurut Al-Ghazali Al-maslahah  dalam terminologi Syar’i 

adalah memlihara dan mewujudkan tujuan Syara’ seperti memlihara 

Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta kekayaan. Ditegaskan oleh 

Al-Ghazali setiap sesuatu yang dapat memilihara, melindung eksistensi 

lima hal tersebut maka disebut dengan Al-maslahah, sebaliknya setiap 

sesuatu yang tidak menjamin atau menggangu bahkan merusak 

eksistensi lima hal tersebut, maka, dikualifikasi sebagai Al-Mafsadah. 

menjaga dan memelihara lima eksistensi tersebut disebut dengan Al-

Maslahah.31 Segala keputusan atau kebijakan atau keputusan hukum 

yang ditetapkan harus mengadung Al-maslahah atau mengilangkan 

kepada kemudaratan kepada Manusia, konsep ini berlaku sampai 

kapanpun selama kehidupan Manusia tetap ada.32 

Kemaslahatan yang mendasar terhadap persoalan Syari’at sehingga 

disebut sebagai (Al-maslahah Al-mu’tabarah), memiliki tingkatan 

sebagiamana berikut: 

a. Maslahah yang bersifat primer atau pokok artinya Maslahah 

yang menjaga dan memelihara eksistensi agama, akal, harta, 

keturunan dan jiwa. Jika setiap sesuatu dapat menjaga dan 

mewujudkan lima tujuan pokok Syari’at tersebut tergolong 

Maslahah yang primer 

                                                           
31 Abu Hâmid Muhammad al-Gazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, tahqîq wa ta‘liq Muhammad 
Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-417. 
32 Abdul wahab kholaf, Ilmu Usul Fiqh,  surabaya: al-haramain, 2004, h.85. 
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b. Maslahah sekunder artinya Maslahah yang tetap menjaga 

kebutuhan manusia agar terhindar dari kesulitan sekiranya 

manusia tidak banyak terbebani dan mengalami kesulita .33 

G. Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan kajian pustka, terdapat beberapa penelitian 

yang terkait dengan penelitian ini, baik secara diskursus atau empirik, 

adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan konflik 

penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut; 

1. Jurnal “Sengkarut Lembaga Pemilu Diantara Tiga Aturan: Studi 

Terhadap Kip Aceh”. Pada penelitian ini membahas membahas 

tentang kelembagaan KIP Aceh yang berbeda dengan lembaga 

pelaksana pemilihan umum di Indonesia. hal ini karena diatur dalam 

tiga aturan sekaligus, yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

tentang pemilihan umum atau Pemilu dan qonun Nomor 6/2016 jo. 

Qonun Nomor 6/2018. Perbedaanya meliputi nomenklatur nama, 

jumlah anggota, dan metode rekrutmen anggota. Penelitian ini 

menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini juga mengkaji norma-

norma dasar hukum pembentukan KIP Aceh, penyelesaian Konflik 

norma hukum bagi KIP Aceh yang dapat dilakukan asas prefensi 

hukum. Dari asas prefensi ini  sejatinya aturan dalam KIP Aceh harus 

dsesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu, bukan dengan Undang-

                                                           
33 Wahbah bin musthofa az-zuhaily, al-wajiz fi ushuli al-fiqh, tt.th. h. 97.  
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Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Karena 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  bukanlah atuaran khusus 

Pemilu melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan 

otonomi khusus Aceh, dan didalamnya hanya mengatur sedikit tentang 

pelaksanaan dan kelembagaan Pemilu. Sehingga apabila terdapat 

aturan yang lebih khusus tentang Pemilu, berdasarkan asas prefensi 

hukum, aturan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang pemerintahan Aceh harus disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang lebih khusus.34 Kesamaan 

dengan penelitian ini, dalam satu dimensi penelitian ini sama-sama 

membahas konflik norma  KIP Aceh yang berlaku dengan beberapa 

peraturan. Sehingga diselesaikan dengan asas prefensi. sedangkan 

dalam tesis ini membahas tentang konflik norma yang status 

konfliknya bukan kepada peraturan yang sama derajatnya (hirarkis) 

saja, akan tetapi mengingat Aceh merupakan daerah yang ditetapkan 

sebagai daerah khusus berdasarkan Undang-Undang maka, bagian 

pasal dalam Undang-Undang Pemilu secara tidak langsung 

dipermasalahkan karena bertentangan dengan UUD 1945. sehingga 

bersifat inkonstitusional. Maka dari itu temuan dalam penelitian tesis 

ini selain membahas penyelesain konflik norma membahas juga 

analisa tentang bagian dari Undang-Undang Pemilu yang bertentangan 

dengan UUD 1945. Salah satu alasan yang paling mendasar mengingat 
                                                           
34Lihat  Zahlul Pasha Karim, “Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap 
KIP Aceh”, lihat juga jurnal “Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi 
Aspek Hukum Pemilu”. 
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dengan pendekatan konsep hak asasi manusia. Aceh dengan statu 

khususnya memiliki hak dalam mengatur rumah tangganya.   

2. Jurnal “Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi 

Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 

2019”. Dalam Penelitian ini, membahas Penyelenggaraan pemilihan 

umum dan Pemilihan di Aceh yang berbeda dengan provinsi lain di 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang kemudian 

dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016. Komisi A 

DPRA (ditingkat provinsi) dan DPRK (ditingkat Kabupaten atau Kota) 

memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pembentukan 

Penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan di Aceh. Khususnya, 

dalam rekrutmen Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini terjadi 

akibat dari pelaksanaan sistem Desentralisasi Asimetris di Aceh. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip 

Independensi dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh pada 

penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 menyangkut hal-hal 

yang dimuat dalam pasa-pasal tersebut, dimana Independensi serta 

etika para penyelenggara pantas untuk dipertanyakan tentang kinerja 

dan faktor yang ada didalamnya yaitu, antara penyelenggara pemilihan 

umum dan legislatif perekrutnya. Metode penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif-deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini 

menyatakan bahwa KIP Aceh selaku Penyelenggara Pemilu dan 

Pemilihan di Aceh juga puncak kontrol dalam struktur organisasi 
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penyelenggara Pemilu diwilayah Provinsi Aceh, telah menerapkan 

kedua prinsip ini untuk menegakkan Pemilu yang demokratis di Aceh. 

Meskipun sepenuhnya belum optimal, Namun selebihnya KIP Aceh 

telah melakukan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan asas, 

prinsip dan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.35 Titik 

kesamaan dalam penelitian ini adalah tentang sistem Pemilu di Aceh 

yang berbeda dengan daerah secara umum (Nasional). KIP memiliki 

regulasi sendiri tentang Pemilu di Aceh salah satunya dalam 

pengangkatan KIP yang sepenuhnya DPRA memiliki wewenang 

didalamnya. Meski demikian penelitian tesis ini tidak memiliki 

perbedaan, tidak hanya membahas tentang etika penyelenggaraan 

Pemilu tetapi menganalisa peraturan yang terjadi konflik dalam 

peraturang Pemilu di Aceh, serta proses penyelesaiannya yang 

dilkukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks praktek 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat menyelesaikan konflik 

Norma atau pertentangan hukum dengan teori asas preferensi. 

3. Jurnal  “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum”. Ulasan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang 

berkaitan dengan pengelolaan tugas, kewajiban dan kewenangan 

petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu 

2019. Selain itu menganalisis aspek kesehatan petugas Kelompok 
                                                           
35 Rahmah Harianti1, Nursyirwan Effendi, Asrinaldi, “Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika 
Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019”, Jurnal Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Vol 6 No 2 Tahun 2019. 
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Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu 2019 karena pasca 

penyelenggaraan Pemilu 2019 banyak petugas Petugas Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia dan sakit 

disejumlah wilayah Indoensia. Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dari bermacam 

sumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perlunya pengelolaan tugas, kewajiban dan kewenangan petugas 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara secara proporsional baik 

pada tahapan pemungutan suara dan juga perhitungan suara. Selain itu 

perlunya memperhatikan aspek kesehatan petugas petugas Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara. Hal itu patut diduga disebabkan 

oleh sistem Pemilu serentak yang rumit dan ketidaksiapan dari sisi 

pengelolaan penyelenggaran Pemilu.36 Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan tulisan peneliti. Kesamaan tersebut dalam 

menganalisa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 

karena dalam tesis ini Undang-Undang Pemilu juga dianalisa melihat 

adanya pertentangan dengan UUD 1945. Yang berbeda dengan 

penelitian ini adalah tesis yang dibahas bukan hanya menganalisa 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi Undang-

Undang Pemilu selain bertentangan dengan UUD 1945 terdapat 

konflik norma anatara peraturan perundang-undangan Aceh dengan 

Undang-Undang Pemilu. Sehingga atas dasar ini lah Undang-Undang 

                                                           
36 Raja Ahmad Faisal Harahap & Khairul Fahmi,  Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 01 Desember 2019 
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Pemilu secara tidak langsung dinilai bertentangan dengan UUD 1945. 

Temuan yang didapat dalam penelitian tesisi ini adalah penyelesaian 

konflik norma hukum dan bagian pasal Undang-Undang Pemilu telah 

bertentangan dengan UUD 1945 setelah menganalisa Undang-Undang 

Pemilu tersebut.  

4. Jurnal Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap kedudukan 

dan kinerja panitia pengawas Pemilu kabupaten hulu sungai utara. 

Pada penelitian ini membahas berlakunya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 yang terkait dengan pengawasan yaitu Bahwa Bawaslu (Badan 

Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus 

pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling 

lama14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada menyinggung langsung kedudukan 

Panitia Pengawas Pemilu yang harusnya sama kedudukannya dengan 

Bawaslu Provinsi namun pada saat dikabupaten pada prakteknya 

terjadi ketidak seimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu 

dengan KPUD. Kemudian dalam hal tugas dan fungsi, Panitia 

Pengawas Pemilih seakan-akan hanya mengawasi, pada tahap 

menindaklanjuti yang lebih berperan yaitu Komisi Pemilu Umum 

Daerah (KPUD),hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017. Untuk hal ini Peneliti mengharapkan adanya amandemen 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kedudukan dan fungsi 
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Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten/Kota untuk 

merubah status ad hoc menjadi permanen .Peneliti juga berharap 

adanya tambahan anggaran terkait dengan pengawasan Pemilu umum 

sehingga nantinya bisa dibentuk Badan Pengawas Pemilu daerah 

tingkat Kabupaten/Kota.37 Kesamaan dengan penelitian ini adalah 

samanya dalam menganalisa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu dan ketidak samanya pengaturan pusat dan daerah 

tentang regulasi Pemilu hal itu terlihat dimana terjadi ketidak 

seimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan 

KPUD. Adapun perbedaan dengan penelitian ini meski ketidak 

seimbangan atau konflik hukum terjadi antara regulasi tentang 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan daerah 

yang khusus sementara dalam penelitian diatas dengan KPUD daerah 

biasa serta tidak sampai pada pertentangan dengan UUD 1945. 

Temuan dari tesis ini bahwa, konflik norma dapat diselesaikan dan 

analisa tentang penyelenggaraan Pemilu pada Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menghilangkan hak-hak aceh 

sebagai daerah khusus.  

Dari adanya penelitian terdahulu yang telah dibandingkan oleh 

peneliti dalam tesis ini, kiranya penelitian ini menghasilkan temuan yang 

berbeda dan tidak pernah dilakukan penelitian yang sama.  Konflik norma 

                                                           
37 Herry Febriadi, Implementasi UU No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia 
Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu sungai utara, jurnal al-adl, Volume X Nomor 1, Januari 2018 
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yang juga berujung pertentangan dengan UUD 1945, menjadikan 

penelitian ini sebagai satu-satunya penelitian yang diteliti oleh peneliti.  

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif atau yang sering disebut juga dengan penelitian doctrinal. 

Artinya, hukum yang harus dikonsep sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan, ataupun dikonsepsikan sebagai kaidah 

atau norma yang dijadikan patokan prilaku manusia yang dianggap 

pantas.38 Sementara objek kajian penelitian hukum normatif adalah 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam penelitian ini objek kajian peneliti adalah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta konflik norma 

yang terjadi didalamnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2017.  Tepatnya pada Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2), 

serta Pasal 571 huruf d. Dimana dalam Undang-Undang tersebut 

bersifat Inkonstitusional, karena norma Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak menjamin dan menghormati 

serta menghilangkan hak-hak sistem Pemilu Aceh yang memiliki 

kekhususan dari daerah-daerah lain. Hal itu Sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 18B ayat UUD 1945 bahwa, “Negara Mengakui 

                                                           
38 Lihat Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada, 2012), h.188. 
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dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”; 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk dapat mengetahui penggunaan metode pada penelitian ini, 

maka peneliti menguraikan pendekatan yang dipakai dalam penelitian 

ini. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai dalam pembahasan ini 

adalah sebagai berikut; 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), ialah 

pendekatan yang menelaah beberapa peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dengan isu hukum pada tema 

penelitian yang dikaji.39 Adapun peraturan perundang-undangan 

yang menjadi anaisis adalah peraturan mengenai Undang-Undang 

Pemilu  

b. Pendekatan Historikal (Historikal Approach), adalah pendekatan 

yang dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum 

dari waktu kewaktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti 

untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. 

Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti dapat  juga 

memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi 

aturan hukum tersebut.40 

 

                                                           
39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2014, h, 93.  
40 Lihat Peter mahmud marzuki,  Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, h. 166. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

Pada penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan data 

sekunder, sebagai berikut. 

a. Sumber Bahan Hukum primer adalah sumber bahan hukum yang 

bersifat autoritatif. Artinya, memiliki otoritas. Bahan hukum ini  

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan 

hakim.41 Dan salah satu data perimer yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah; 

1) Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18A ayat (1) 

tentang kewenangan daerah khusus 

2) Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat (1) 

tentang menghormati daerah khusus 

3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (3) tentang 

pemilihan pemerintah daerah, DPR dan gubernur 

4) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (2) tentang 

Hak Asasi untuk memajukan kepentingan kolektif 

5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 

6) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum.  

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, 

                                                           
41 Lihat I Made Pasek Diantha,  Metodologi Penelitian., 142. 
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b. Sumber Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang 

berupa publikasi hukum dan bukan berupa dokumen-dokumen  

resmi. Publikasi semisal buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.42 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 

mengumpulkan  bahan hukum dengan cara menginventaris dan 

mengidentifikasi perundang-undangan serta mengklasifikasikan hal-

hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga tehnik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi 

pustaka atau penelitian normatif. 

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, 

mencatat dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan 

dengan penyelenggraan Pemilu di Aceh sebagai daerah dan 

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. 

5. Teknik Analisis 

Teknik Analisis penelitian ini menggunakan tehnik analisis 

deskriptif. Tehnik analisis deskriptif digunakan oleh peneliti untuk 

menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dituju baik 

yang berkaitan dengan regulasi dan lain-lain. Adapun pendeskripsian 

pada penelitian ini, peneliti memaparkan dan menguraikan tentang 

peristiwa hukum atau kondisi hukum, sepeti konflik penyelenggaraan 

                                                           
42 Lihat Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT 
Rajagrafindo Persada, 2012, h, 32. 
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Pemilu di Aceh diamana Undang-Undang yang mengatur tentang 

penyelenggaraan Pemilu bertentangan dengan peraturan lainnya 

dengan cara mengutip pasal-pasal yang berkaitan. selain itu juga 

melakukan klasifikasi terhadap pasal-pasal atau peraturan tertentu 

yang terdapat dalam sebuah hukum atau peraturan.  

Analisis pada penelitian ini adalah tentang konflik 

penyelenggaraan Pemilu di Aceh dimana penyelenggaraan Pemilu di 

Aceh disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Aceh 

sebagai daerah dengan otonomi khusus serta tidak memberlakukan 

bagian dari pasal-pasal Undang-Undang tentang Pemilu karena 

bertentangan dengan Undang-Undang lainnya.  

I. Sistimatika Pembahasan 

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca terhadap tulisan 

ini, maka penulis menyusun sistimatika pembahasan. Agar tulisan ini lebih 

lebih mudah dan terarah serta menggambarkan isi dari tulisan ini. Adapun 

sistimatika dalam tulisan ini terdapat lima bab, yang masing-masing 

berisikan pembahasan yang berbeda-beda namun masih dalam satu 

kesatuan pembahasan. Pembahasan lima bab tersebut sebagai berikut; 

Bab satu: pada bab satu ini berisikan latar belakang, belakang, 

identifikasi dan batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab dua: pada bab kedua ini peneliti akan mengkaji tentang 

beberapa kajian teori yang berkaitan dengan konflik norma dan 

penyelenggaraan Pemilu, dan yang berkaitan dengan tema Tesis ini. 

Bab tiga: pada bab ketiga berisikan tentang pemaparan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data yang berhubungan dengan 

pengaturan penyelenggaraan Pemilu di Nangro Aceh Darussalam. 

Bab empat: pada bab ke empat akan diuraikan hasil penelitian,  

yang akan mendiskripsikan Konflikn Norma Penyelenggaraan Pemilu Di 

NAD. Yang meliputi Implikasi status khusus Nangro Aceh Darusalam 

pada peraturan penyelenggaraan Pemilu diwilayah tersebut dan 

penyelesaian konflik norma terkait kedudukan penyelenggara Pemilu 

dalam melaksanakan Pemilu di Aceh. 

Bab lima: pada bab ini berisikan penutup yang berisi kesimpulan-

kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran. 
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BAB II 

KONSEP KONFLIK NORMA DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 

A. Pengertian Konflik Norma 

Konflik norma dalam disiplin ilmu hukum merupakan kata yang 

sudah baku disebutnya. Rechtvinding berkaitan dengan norma yang 

terdapat dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Rechtvinding dibutuhkan 

karena konsep norma yang terbuka (open texsture) dan norma yang kabur 

(vague norm). Dalam menhadapi satu kasus hukum, bisa jadi ada dua atau 

lebih peraturan perundang-undangan yang secara bersamaan diterapkan 

pada satu kasus hukum tersebut. Konflik norma dapat diartikan sebagai 

satu kasus hukum yang diatur dua atau lebih peraturan perundang-

undangan yang berbeda. 

Persoalan akan muncul jika terdapat pertentangan yang terjadi antara 

norma hukum dari Undang-Undang. Maka perlu perlu norma yang mana 

yang harus ditetapkan, langkah yang tepat untuk dilakukan adalah dengan 

menempuh penyelesaian konflik norma.1 Perlunya adalah kondisi konflik 

norma pada pelaksanaan peraturan perundang-undang akan menimbulkan 

ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraannya, sedangkan dalam ilmu 

hukum kepastian hukum adalah semua aturan yang tidak mengandung 

kekosongan hukum, tidak mengandung pasal-pasal yang bertentangan satu 

                                                           
1 Philipus M. Hadjon,  Argumentasi Hukum, h, 31 
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sama lain serta tidak mengandung pasal-pasal yang multi tafsir.2 Bahkan 

menururt Zahlul Pasha Karim jika dalam suatu sistem hukum atau aturan 

hukum yang terdapat konflik norma atau pertentangan maka langkah yang 

ditempuh adalah penyelesaian konflik norma tersebut.3 

Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari jurnalnya Nurfaqih Irfani, 

konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua 

norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan 

tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan 

norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal juga 

istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan 

diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada 

dasarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika 

pengaturan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun 

demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus 

dihindari.4 

B. Teori Penyelesaian Konflik Norma Hukum 

Dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa 

permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (leemten in het recht), 

konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan kekaburan norma (vage 

                                                           
2 A. Riwanto, Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap 
Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif, Yogyakarta: Thafa Media, 
2016, h, 15. 
3 Zhalul Pasha Karim, Sengkarut Lembaga Pemilu Diantara Tiga Aturan, Jurnal KPU 2019, h, 15. 
4 Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, 
Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi 
Indonesia Vol 16 No. 3 2020, h, 308. 
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normen) atau norma tidak jelas.5 Guna menyelesaikan permasalahan 

hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi 

hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih 

didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait 

atau tunduk pada beberapa peraturan.6 

Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum 

memiliki berperan sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma 

hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-

undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara 

hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai 

kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana 

yang harus dipakai sebagai rujukan. Oleh karena itu, asas preferensi 

hukum disebut sebagai pengobat hukum (legal remedies).7 asas preferensi 

tersebut meliputi asas lex superior, asas lex spesialis, dan asas lex 

posterior.8  

1. Asas lex superior derogat legi inferiori  

Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna Undang-Undang 

(norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan 

Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. 

                                                           
5 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Cetakan Kedu. 
Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2011, Hal. 90 
6 Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem 
Peradilan Pidana. Semarang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44 No. 4. Fakultas Hukum. 
Universitas Diponegoro. 2015, Hal.  504, 
7 Shidarta dan Petrus Lakonawa. Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan 
Penggunaannya. Jakarta. Penerbit BINUS University. Rubric of Faculty Members. 2018. 
8Dikutip dari jurnal legislasi Nurfaqih Irfani adalah seorang Perancang Peraturan Perundang-
undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM 
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Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena 

negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum 

tertulis yang tersusun secara hirarkis. jenis dan hirarki peraturan 

perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Beberapa negara mengatur hirarki 

peraturan perundang-undangannya dalam konstitusinya, bahkan 

mengatur pula kedudukan perjanjian internasional dalam sistem 

hukum nasional sehingga menjawab pula persoalan kedudukan dan 

kekuatan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum 

nasional.  

Menurut Peter Mahmud Marzuki asas lex superior derogat legi 

inferiori mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-

undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, 

namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-

undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan 

secara khusus dari yang lain.9 

2. Asas lex posterior derogat legi priori  

Asas lex posterior derogat legi priori bermakna Undang-Undang 

(norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan Undang-

Undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat 

                                                           
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada 
Media Grup. 2013, Hal. 139. 
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diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki 

kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang 

lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa 

hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” 

dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu 

bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah 

mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih 

tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan 

yang berlaku belakangan. Penarapan asas ini, sebagaimana halnya 

penarapan asas lex superior, bukanlah hal yang sulit karena terdapat 

ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana  yang merupakan 

peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya 

secara kronologis. 

3. Asas lex specialis derogat legi generali 

Asas lex specialis derogat legi generali bermakna undang-undang 

(norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-

undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi 

aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini 

sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya 

negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini. Tercatat dalam 

sejarah hukum klasik bahwa asas ini sudah dikenal sejak masa 

kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, ahli 

hukum Romawi (Roman Jurist) kelahiran Syria, yang banyak 
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memberikan pemikiran kritis dan konstruktif bagi pembentukan 

hukum pada masa itu.10 

Menururt philipus M. Hadjon ada tipe penyelesaian berkaitan 

dengan asas preferensi ini (yang meliputi asas  lex superior, lex spesialis, 

dan asas lex pasteriosr) yaitu;  pengingkaran ( disavowal) ,  Reinpertsasi, 

3) Pembatalan (invalidation), Pemulihan (remidy). 

1. Pengingkaran (disavowal) 

Langkah ini seingkali merupakan suatu paradok, dengan 

mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma. Seringkali konflik 

itu terjadi berkenaan dengan asa lex spesialis dalam konflik progmatis 

atau dalam konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis. Sutu contoh 

yang lazim yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum 

privat dan hukum publik., dengan beragumentasi bahwa dua bidang 

hukum tersebut diterapkan secara terpisah, meskipun dirasakan bahwa 

anatara ketentuan tersebut terdapat konflik norma. 

2. Reinterpretasi  

Dalam kaitan penerpan tiga asas prefensi hukum harus dibedakan 

pertama adalah areinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas  

prefensi, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara 

yang lebih fleksibel. kedua dengan menginterpretasi norma prefensi, 

dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan 

norma lain. 
                                                           
10 Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, 
Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi 
Indonesia Vol 16 No. 3 2020, h, 311-313. 
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3. Pemabatalan (invalidation) 

Ada dua macam yaitu; Abstrak formal, dan Abstrak Pratikal. 

Pembatalan abstrak dan formal dilaksanakan misalnya oleh suatu 

lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan Peraturan Pemerintah 

ke bawah dilaksanakanoleh Mahkamah Agung. Pembatalan pratikal, 

yaitu tidak menerapkan norma tersebut didalam kasus konkrit. Di 

Indonesia, dalam praktek peradilan dikenal dengan menyampingkan. 

Contoh dalam kasus Tempo hakim menyampingkan Peraturan Menteri 

Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers. 

4. Pemulihan (remidy) 

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan . 

Misal: dalam hal satu norma yang unggul dalam arti Overruled norm, 

berkaitan dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti membatalkan 

norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi. 

C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Tidak lagi menjadi pembicaraan yang asing dalam dalam sebuah 

Negara demokrasi bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah ajang 

kontestasi masyarakat untuk menuaikan kehendak hatinya. Pemilihan 

Umum adalah pilar pertama akumulasi kehendak rakyat, Pemilu juga 

bentuk demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini sebagian besar 

masyarakat beradap dimuka bumi. Pemilu adalah  mekanisme 

pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, jika dibandingkan 
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dengan cara-cara lain, Sudah barang pasti jika dikatakan Pemilu 

merupakan pilar utama dari adanya demokrasi.11 

Dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal (1) Pemilihan 

Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu harus  

dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam 

sebuah Negara Kesatuan.12 

Sentralitas Pemilu sebagai cara yang paling demokratis untuk 

mengatur sirkulasi kepemimpinan, akhirnya yang membedakan Pemilu 

dengan cara-cara yang lain adalah dekatnya pengertian Pemilu dengan 

demokrasi, terlihat dari definisi demokrasi itu sendiri sebagaimana 

konsep yang diajukan kebanyakan tokoh seperti joseph schumpeter, 

dia menempatkan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan berkala 

untuk kreteria utama bagi kualifikasi apakah sebuah sistem politik 

disebuah Negara sebagai sebuah Negara demokrasi.13 

Undang-Undang Dasar 1945 telah  mengatur tentang Pemilihan 

Umum pada pasal 22E ayat (1),(2), (3), (4), (5), dan (6) dengan 

rumusan sebagai berikut.  

                                                           
11 Nur Hidayat Sardini,  Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Yogjakarta: Fajar Media 
Press, 2011, h, 01.  
12 UU No 07 Tahun 2017 pasal (1) ketentuan umum. 
13 Ibid, h, 02. 
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(1) Pemilu  dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, umum jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali.  

(2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD DPD,dan 

Presiden dan Wakil presiden. 

(3) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. 

(4) Peserta Pemilu dalam memilih anggota DPR dan DPRD adalah 

partai politik. 

(5) Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang besifat Nasional, tetap, 

dan mandiri. 

(6) Ketentuan lebih yang lanjut Pemilu diatur dengan Undang-Undang. 

Adannya peraturan mengenai Pemilihan Umum dalam perubahan 

UUD 1945, dimaksudkan untuk memberikan dasar  hukum yang kuat 

bagi Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan Rakyat 

yang hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa 

“kedaulatan Rakyat ada ditagan Rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang”.  

Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab 

VIIB tentang Pemilihan Umum tersebut, UUD 1945 juga mengatur 

Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Legislasi, yakni pasal 

6A dan pasal 19 ayat (1)  mengatur pemilihan anggota DPR, serta 

pasal 22C yang mengatur tentang pemilihan DPRD.  

UUD 1945 menegaskan, bahwa peraturan lebih lanjut mengenai 

Pemilu dilakukan dengan Undang-Undang. Selain pembahasan Pemilu 
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pada bagian ini juga membahas hal-hal yang terkait dengan Pemilu 

yaitu partai politik selaku kontestan peserta Pemilu dan lembaga 

penyelenggra Pemilu yaitu KPU dibahas pula dalah pembahasan 

tersebut.14  

2. Tujuan Pemilihan Umum  

Parulian Donald berpendapat bahwa ada dua manfaat yang 

menjadi tujuan dengan dilaksanakannya politik pemilihan atau 

pemilihan umum, yaitu, pembentukan atau pemupukan kekuasaan 

yang absah dan mencapai tingkat keterwakilan politik (Political 

Representativeness).15 

Jimly assidiqhy, menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum ada empat, yaitu; 

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 

pemerintahan secara tertib dan damai. 

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang 

akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan. 

c. Untuk melaksanakan perinsip kedaulatan rakyat.  

d. Untuk melaksanakan perinsip hak-hak asasi warga Negara. 

Sepeti dimaklumi, kemampuan seorang bersifat terbatas, 

disamping itu jabatan pada dasarnya merupakan Amanah yang berisi 

beban tanggung jawab, bukanlah hak yang harus dinikmati. Oleh 

karena itu seorang tidak diperbolehkan duduk disebuah jabatan tanpa 
                                                           
14Titik triwulan tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia, 2017. 
15 Parulian donarld, menggugat Pemilu, Jakarata: Pustraka Sinar harapan, 1997, h,5 
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ada kepastian batasannya untuk dilakukan pergantian. Tanpa siklus 

kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi 

sumber malapetaka sebab dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu 

ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber 

kesewenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu 

pergnatian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu yang niscaya 

untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu 

sendiri.16 

3. Karakteristik Pemilihan Umum  

Keberadaan Pemilu yang bebas dan adil dalam sebuah sistem 

pemerintahan Demokratis merupakan sebuah keniscayaan. Banyak di 

antara para ilmuwan yang menggunakan Pemilu sebagai parameter 

pelaksanaan demokratisasi sebuah Negara. Menurut Muhammad 

Asfar, mengungkapkan mengapa Pemilu menjadi alasan penting dalam 

kehidupan yang berdemokrasi, Pertama, dengan adanya Pemilu 

memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan 

secara damai. Kedua, dengan Pemilu akan tercipta kelembagaan.17 

menurut konsepnya, terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk 

membuat Pemilu yang bebas dan adil, yaitu, Pertama, menciptakan 

sebuat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu 

lembaga perwakilan rakyat secara adil (Electoral system). Kedua, 

                                                           
16 Jimly asshidiqy, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali press, 2015, h, 419. 
17 Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, Surabaya: Pustaka Eurika, h. 3-4. 
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melaksanakan Pemilu prosedurnya dan prinsip-prinsip Demokrasi 

(Electoral process).18 

Menurut Ranney, suatu Pemilu yang benar-benar bebas harus 

memiliki karakteristik antara lain:  

a. diselenggarakan secara regular. 

b. pilihan yang benar-benar berarti.  

c. Terdapat kebebasan dalam menentukan calon. 

d. Adanya hak pilih orang yang dewasa secara universal 

e. Adanya pendaftaran pemilih yang bebas. 

f. Memiliki perlakuan yang sama dalam pemberian suara.  

g. Terdapat kebebasan dalam mengetahui dan mendiskusikan pilihan. 

h. penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat.19 

Karakteristik lain, satu Negara dengan Negara yang lain terdapat 

sistem Pemilu yang berbeda. Perbedaannya terletak pada rakyat 

dipandang sebagai individu yang dapat secara bebas untuk menentukan 

pilihannya sekaligus mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat. 

Rakyat dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak 

berhak dalam penentuan wakilnya yang akan duduk dalam Badan 

perwakilan Rakyat serta tidak berhak mencalonkan diri sebagai wakil 

rakyat.20 

                                                           
18 Ibid, h. 4. 
19 M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, yogyakarta: Tiara Wacana yogya, 1991, h. 336. 
20 Lihat Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat 
Studi Ilmu hukum UI, 1998, h, 333 
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Pada hakikatnya sistem pemilihan umum adalah sebuah cara yang 

dilakukan untuk memilih wakilnya dalam lembaga Negara guna 

mengatur kehidupan manusia, seperti halnya parlemen. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pemilihan merupakan metode 

untuk mentransfer suara pemilih dalam sebuah kursi diparlemen.21 

4. Sistem Pemilihan Umum  

Sistem Pemilu di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari partai 

politik karena partai politik memiliki peran sangat sentral. Dari partai 

politiklah yang memberikan kandidat untuk dijadikan sebagai calon 

pejabat politik. Partai politik sebagai kendaraan utama yang digunakan 

sebagai pemimpin yang berkuasa, sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 yang menyatakan, 

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum 

pelaksanaan Pemilihan Umum.”22 Pasal ini pun juga berlaku untuk 

mengangkatan DPRI dan DPD, dimana harus melalui jalur partai 

politik.  

Sistem Pemilu telah dipraktekan pada Tahun 1955, 1971, 1977, 

1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004, 2009, 2014, dan 2019.Pemilu 

dengan sistem demokrasi dijalankan pada Tahun 2004 yaitu pada masa 

Presiden Habibie yang menggantikan lengsernya Presiden Suharto. 

Sebelumnya praktek Pemilu dilakukan secara tertutup. Pada waktu itu 
                                                           
21 Titi Triwuan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945, Jakarta: prestasi pustaka publisher, 2006, h. 336. 
22 UUD 1945 pasal 6A ayat 2. 
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Presiden Habibie mengadakan Pemilu secara demokratis dengan 

membuka peluang yang lebar bagi tumbuhnya partai politik. Sehingga 

pada waktu itu banyak sekali partai-partai politik baru. Untuk 

membuat Pemilu yang demokratis, presiden Habibie menerapkan UU 

Partai Politik dan UU Pemilu. Akhirnya pada Pemilu Tahun 2004 

berhasil dengan bebas dan demokratis.23 

Secara yuridis, Indonesia telah melakukan empat kali Pemilu 

pasca reformasi. Pada 2009 menggunakan empat Undang-Undang 

untuk dijadikan landasan dalam menjalankan Pemilu. Setelah itu 

Tahun 2014 merupakan Pemilu terakhir sebelum terjadi perubahan 

sistem Pemilu pada Tahun 2019. Perubahan sistem Pemilu pada Tahun 

2019 dilatar belakangi oleh adanya permohonan yang diajukan oleh 

Effendi Ghazali bersama koalisi masyarakat untuk uji materi Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden. Pada tanggal 23 Januari 2014, MK akhirnya mengeluarkan 

putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian 

permohonan uji materi tersebut. MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), 

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 

Nomor 42/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Sistem pemilihan memiliki pengertian penting utamanya yang ada 

kaitannya dengan sistem pemerintahan berdasar demokrasi perwakilan. 

Beberapa alasan yang memperkuat alasan-alasan tersebut yaitu, 

                                                           
23Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Kajian: “Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem 
Presidensiil” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015), Hal 2-3 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 
 

a. Sistem pemilihan terdapat konsekuensi pada tingkat 

proporsionalitas hasil pemilihan. 

b. Sistem pemilihan memiliki pengaruh pada bentuk dan tingkat 

partisipasi politik masyarakat.  

c. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada tingkat kohesi parpol. 

d. Sistem pemilihan terdapat dampak terhadap bentuk sistem 

keartaian, terutama berkaitan dengan jumlah parpol. 

e. Sistem pemilihan memiliki pengaruh pada akuntabilitas 

pemerintahan. 

f. Sitem pemilihan terdapat pengaruh pada jenis kabinet yang akan 

dibentuk, yaitu berbentuk kabinet satu partai atau koalisi. 

g. Sistem pemilihan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah 

untuk dimanipulasi dari pada elemen demokrasi lainnya. 

h. Sistem pemilihan dalam implementasinya dapat dimanipulasi 

melalui berbagai peraturan yang demokratis.24 

D. Lembaga Penyelenggaraan Pemilu 

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Salah satu lembaga non struktural yang lahir setelah reformasi 

sebagai lembaga dengan karakteristik baru adalah Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 disebutkan 

“Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 

lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan 

                                                           
24 Muhammad asfar, Pemilu Dan Perilaku Memilih, Surabaya: Pustaka eurika, 2004, h, 5. 
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mandiri dalam melaksanakan Pemilu”.25 “Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah 

Penyelenggara Pemilu di provinsi”.26 “Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota 

adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota”.27 

Didalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan, bahwa 

“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pepmiihan 

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. 

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul 

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia mendifinisikan Komisi 

Pemilihan Umum sebagai berikut: 

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang 
menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, yakni meliputi 
Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum 
presiden dan waki residen, serta Pemilihan Umum kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat 
disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara yang 
lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 
1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut 
secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi 
kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah 
ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan 
Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemiihan umum yang 
bersifat Nasional, tetap, dan mandiri, Artinya, bahwa Komisi 
Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara Pemilu, dan sebagai 
penyelenggara bersifat Nasional, tetap, dan mandiri 
(Independen)”.28 

                                                           
25 UU No 07 Tahun 2017 pasal 1 ayat (8) 
26 UU No 07 Tahun 2017 pasal 1 ayat (9) 
27 UU No 07 Tahun 2017 pasal 1 ayat (10) 
28 Lihat Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitisionalisme Indonesia”, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2006), h. 236-239. 
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dari definisi diatas, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan 

Umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan 

Umum di Indonesia yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri 

(Independen). Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum anggota 

DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta 

Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedudukan 

komisi Pemilihan Umum tidak ditentukan dalam UUD 1945. Maka, 

kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak bisa bersejajar dengan 

lembaga-lembaga Negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. 

Kewenangan komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 

Pemilihan Umum hanya ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 

1945 yaitu “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi 

Pemiihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri”. Artinya, 

bahwa KPU itu adalah lembaga penyelenggara Pemilu, dan sebagai 

penyelenggara bersifat Nasional, tetap, dan mandiri (Independence). 

Menurut Saldi Isra berpendapat eksistensi dari pada Pemilihan 

Umum sebagai berikut: 

“secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 
diatur didalam pasa 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan 
bahwa enyeenggara emilu oleh suatu komisi Pemilihan Umum. 
Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang 
kabur dan tidak jelas. Lain halnya dengan makna kata sebuah 
yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan 
MK”29 

                                                           
29 Saldi Isra, “Komisi Pemilihan Umum”, artikel dalam Mahkamah Konstitusi.go.id. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, sebenarnya komisis pemilihan 

umum (KPU)  memiliki kedudukan yang tidak sama dan tidak dapat 

disejajarkan dengan lembaga lain di Negara, dan  kewenangannya 

telah dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 

22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan 

secara jelas atau gamlang dan tidak pula ditulis dengan huruf kapital. 

Namun Nama Komisi Pemilihan umum baru disebutkan secara pasti 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeenggara 

Pemilihan Umum. 

Penjeasan tentang eksistensi Komisi Pemilihan Umum, akan 

dijelaskan lebih lanjut oleh Lukman Hakim sebagai berikut: 

“Komisi Pemilihan Umum meruakan suatu komisi Negara. Posisi 
komisi Negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas 
lembaga Negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, 
MK, dan BPK.”30 

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum 

adalah komisi yang dimiliki negara yang posisinya secara hierarki 

adalah sebagai penunjang lembaga utama dan memiliki kedudukan 

yang tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga Negara yang 

ditententukan oleh UUD 1945. 

Menurut Natabaya menjelaskan bahwa penafsiran mengenai 

posisi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penunjang sebagai 

berikut: 

                                                           
30 Lukman Hakim Saifuddin, Independensi Penyelenggara Pemilu, Bandung: Sinar Grafika, 2010,  
h. 55. 
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“Penafsiran organ UUD 1945 terkeomok ke dalam dua bagian, 
yaitu main state organ (lembaga Negara utama), dan auxiliary state 
organ (lembaga penunjang atau bantu). Komisi Pemilihan Umum 
merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state 
organ.”31 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan atas, KPU merupakan 

penunjang atas lembaga Negara utama (Auxiliary State body). Atau 

komisi pemilihan umum secara hierarki termasuk Auxiliary state 

Yaitu, organ yang kedudukannya sama dengan Menteri Negara dan 

tentara Nasional (Main state Organ).  

 Lembaga sebagaimana dimaksud memiliki fungsi utama sebagai 

penyelenggaraan Pemilihan Umum ditingkat pusat untuk memilih 

anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. 

Sebelumnya, lembaga serupa yang pernah ada di Indonesia bernama 

Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Terdapat perbedaan mendasar 

antara KPU dan LPU terkait dengan kedudukannya. KPU merupakan 

lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan yang 

Independen, sedangkan LPU sebagai lembaga yang memiliki fungsi 

yang sama dengan KPU, berkedudukan dibawah Departemen Dalam 

Negeri. Penetapan KPU sebagai lembaga independen saat ini dilandasi 

oleh pengalaman sejarah ketika penyelenggaraan Pemilu berada 

dibawah bayang-bayang eksekutif, Pemilu yang dilaksanakan jauh dari 

prinsip jujur, adil, transparan dan objektif. 

                                                           
31 Natabaya, Konstitusionalisme dalam Negara Demokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Uatama, 
2008, h. 213. 
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Kedudukan KPU yang tidak lagi berada dibawah eksekutif 

menjadi sebuah lembaga yang menarik untuk dikaji terutama 

menyangkut kedudukannya dalam sistem politik Indonesia saat ini. 

Sebagaimana dikemukakan diawal, lembaga non struktural di 

Indonesia mulai marak sejak memasuki era Reformasi dan amandemen 

UUD 1945. Karakteristik dan corak yang sama sekali baru dalam 

khasanah perkembangan kelembagaan Negara di Indonesia ini tentu 

saja akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap perkembangan 

sistem politik di Indonesia. Ke khasan bentuk, sifat maupun 

kedudukannya dari KPU ini menjadi landasan untuk mengkaji 

Independensi lembaga Non Struktural khususnya KPU dalam sistem 

politik di Indonesia.32 

2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum  

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 bagian kedua tentang 

kedudukan susunan, dan keanggotaan 

Kelembagaan Negara adalah kajian yang menjadi objek dari 

hukum tata negara. Organ-organ Negara beserta kekuasaan dan 

fungsinya yang merupakan hakikat dari kajian Hukum Tata Negara itu 

sendiri. Secara kontemporer, kekuasaan dan pembagian lembaga 

Negara dalam hukum ketata Negaraan Indonesia adalah sebagaimana 

yang dijelaskan Titik Triwulan Tutik, UUD 1945  yaitu menetapkan 4 

(empat) kekuasaan dan 7 (tujuh) lembaga Negara, yaitu: 

                                                           
32 Hendra, Independensi Lembaga Non Struktural Dalam Sistem Politik Indonesia: Studi Pada 
Komisi Pemilihan Umum, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, h, 37. 
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a. Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif) (Badan Pemeriksa Keuangan). 

b. Kekuasaan Legislatif (Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

yang tersusun atas DPR dan DPD). 

c. Kekuasaan Eksekutif (Pemerintahan Negara) (Presiden dan Wakil 

Presiden). 

d. Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) (Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi).  

e. Atau Lembaga Negara bantu (The Auxiliary Body).33 

Secara umum terdapat juga pernyataan Hukum Tata Negara 

menyaakan bahwa sistem ketata Negaraan Indonesia tertuang jelas 

dalam UUD 1945, dengan jelas dan tegas membagi lembaga Negara 

dalam dua kelompok, yaitu: 

a. (Main State Organs) yaitu lembaga negara utama 

b. (State Auxiliary Bodies) lembaga negara bantu, baik yang sifatnya 

Independen (Independent Regulatory Agencies), atau sebatas 

sampiran Negara (State Auxiliary Agencies).34 

Cabang-cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, 

Eksekutif dan yudikatif  yang tercermin dalam fungsi MPR, DPR, 

DPD, Presiden, Wakil Preisden, Mahkamah Agung (MA), Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK).  

sebagai lembaga-lembaga Negara yang utama atau (Main State Organs 

Principal State Organs). Lembaga-lembaga Negara yang dimaksud, 
                                                           
33 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 
1945, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher 2006, 
34 Ibid. 
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secara Instrumental mencerminkan kelembagaan fungsi-fungsi 

kekuasaan Negara yang utama atau (Main State Function, Principal 

State Function), sehingga lembaga-lembaga Negara itu yang dapat 

disebut sebagai lembaga Negara utama atau (Main State Organs, 

Principal State Organs, Atau Main State Institutions), yang 

hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip Check And 

Balances.35 

Lembaga-lembaga utama atau Main State Organs dalam UUD 

1945 juga diatur lembaga-lembaga Negara yang bersifat 

Konstitusional lainnya, seperti Kementrian Negara, pemerintah daerah, 

Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, 

Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pertimbangan 

Presiden (DPP). tetapi dalam UUD 1945 pengaturan tersebut tidaklah 

dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga Negara yang 

disebutkan dalam UUD 1945 tersebut harus dipahami dalam 

pengertian lembaga tinggi Negara sebagai lembaga utama atau (Main 

Organs). 

Kehadiran lembaga bantu atau State Auxiliary Bodies baik yang 

sifatnya Independen maupun sebatas sampiran Negara, tidak dibentuk 

dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya, berdiri atas 

amanat Konstitusi (Constitutionally Entrusted Power), sebagaimana 

tersebutkan diatas, tetapi ada pula yang mendapat legitimasi 

                                                           
35 Titik Triwulan Tutik, dan Ismu Gunadi Wibowo, Hukum Tata Usaha dan Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana Pprenada Media Group, 2008, h. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 
 

berdasarkan Undang-Undang (legislatively Entrusted Power), ataupun 

keputusan Presiden. 

Adanya KPU sebagai komisi Negara Independen (Independent 

Regulatory Agnencies) adalah lembaga Negara yang 

menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan 

dalam pasal 22E UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan 

beberapa Undang-Undang. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 

Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU sendiri 

terdiri atas KPU pusat, KPU propinsi, KPU kaupaten/kota36 yang 

memiliki tugas dan wewenang untuk penyelenggraan Pemilu. Antara 

lain wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Selain itu KPU juga  menjalankan tugasnya secara 

berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU haru 

bersifat bebas dari pengaruh pihak mana pun. berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya.37 Melihat dari kinerja KPU 

dapat disimpulkan KPU bersifat Independent sebagaimana yang  telah 

disebutkan.  

Memandang KPU bersifat Independen, pada bagian kedua pasal 

(8)-(11) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 telah dijelaskan pula 

kedudukan, susunan dan keanggotaanya yang sudah terbentuk oleh 

Undang-Undang. Kedudukan, susunan dan keanggotaan KPU dalam 

pasal (8), (9), (10) dan (11) lebih jelasnya, pada pasal (8) dan (9) 

                                                           
36 UU No 07 Tahun 2017 pasal (6) 
37 UU NO 07 Tahun 2017 pasal (7) 
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menjelaskan tentang kedudukan dan susunan KPU itu sendiri dalam 

pasal tersebut dijelaskan bahwa KPU; 

a. KPU harus berkedudukan di ibu kota Negara Republik 

Indonesia. 

b. KPU Provinsi harus berkedudukan di ibu kota provinsi. 

c. KPU Kabupaten harus berkedudukan di ibu kota kabupaten dan 

KPU Kota harus berkedudukan dipusat pemerintahan kota. 

d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota harus 

berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural. 

Lebih lanjut dijelaskan pada pasal (9) dimana menyebutkan 

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, 

termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur 

dengan Undang-Undang.” “KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap”. 

“selain itu KPU dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh 

sekretariat jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-

masing dibantu oleh secretariat”.38 

Dalam pasal berikutnya yaitu pasal (10) disebutkan jumlah  

“keanggotaan KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 

5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) 

atau 5 (lima) orang”. 

                                                           
38 UU No 07 Tahun 2017 pasal (9) 
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3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum            

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pada buku kedua 

tentang penyelenggaraan Pemilu Bab 1 tentang KPU, dan bagian 

ketiga tentang wewenang, tugas dan kewajiban KPU, sudah dijelaskan 

semua wewenang, tugas dan kewajiban KPU. Hal itu terbagi dalam 

beberapa bagian sesuai dengan daerah yang menyelenggrakan. 

Tugas KPU sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12 

Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyebutkan KPU bertugas: 

a. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi 

Peserta Pemilu dan Bawaslu, 

b. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir 

dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan 

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar 

Pemilih, 

c. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi 

d. Menyelenggarakan, mengendalikan, Mengoordinasikan,  dan 

memantau semua tahapan Pemilu. 

e. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan 

Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya, 

f. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan 

dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu 
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g. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada 

masyarakat 

h. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. 

i. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau 

Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN 

j. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal 

k. Membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan 

Melakukan evaluasi pada setiap tahapan Pemilu 

l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.39 

Pada bagian berikutnya mengenai wewenang KPU dalam 

penyelenggraan Pemilu dijleskan pula pada pasal 13 Undang-Undang 

N0 7 Tahun 2017. Disebutkan KPU berwenang 

a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 

b. Menetapkan Peraturan KPU pada setiap tahapan Pemilu 

c. Menetapkan Peserta Pemilu. 

d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR 

                                                           
39 Pasal 12 Undang-Undang 7 Tahun 2017 
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serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU 

Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita 

acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan 

suara. 

e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu 

dan mengumumkannya 

f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi 

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD 

kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu 

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD 

kabupaten/kota 

g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian perlengkapan 

h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN 

i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU 

Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN 

j. Menjatuhkan sanksi administratif danjatau menonaktifkan 

sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU 

Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan 

Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
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k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, 

Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan 

dana Kampanye Pemilu 

l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.40 

Dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan pula kewajiban 

KPU sebagai penyelenggra Pemilu, pasal 14 Undang-Undang No 7 

Tahun 2017 menyebutakan kewajiban KPU sebagi berikut; 

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu tepat 

waktu, 

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara, 

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu 

kepada masyarakat, 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas 

pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu, 

f. Melaksanakan putusan DKPP. 

g. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

                                                           
40 Pasal 13 Undang-Undang N0 7 Tahun 2017 
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h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU 

i. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berrlasarkan jadwal retensi arsip 

yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut 

dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia 

k. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada 

Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji 

pejabat. 

l. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan 

tembusan kepada Bawaslu 

m. Menyediakan data hasil Pemilu secara Nasional, 

n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.41 

Mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU provinsi diatur 

sendiri dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2007 pada pasal 15, 16 dan 

17. Yang saling berkoordinasi dengan KPU pusat. Lebih lanjut 

                                                           
41 pasal 14 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 
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mengenai tugas KPU provinsi, dalam pasal tersebut dijelaskan tugas, 

wewenang dan kewajiban KPU.  

Tugas KPU provinsi: 

a. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. 

b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di 

Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu. 

e. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat 

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya 

kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi. 

f. Menyempurnakan data Pemilih berdasarkan data Pemilu 

terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya 

sebagai daftar Pemilih. 

g. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan 

menyampaikannya kepada KPU. 

h. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU 

Kabupaten/Kota. 
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i. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai 

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi 

yang bersangkutan dan membuat berita acaranya. 

j. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. 

k. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada 

masyarakat. 

l. Menghitung  hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR 

dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 

provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya 

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara 

di KPU Kabupaten atau Kota. 

Selain itu KPU provinsi berwenang. 

a. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan 

atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan 

hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya. 

c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi 

berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten atau Kota 

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat 

hasil penghitungan suara. 

d. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi. 
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e. memberikan sanksi administratif dan atau atau menonaktifkan 

sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan 

Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

selanjutnya dalam pasal 17 dijelaskan bahwa KPU provinsi 

berkewajiban: 

a. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu 

Provinsi. 

b. Melaksanakan putusan DKPP dan melaksanakan kewajiban 

lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan 

tepat waktu. 

d. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi 

yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi. 

g. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara. 
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h. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip 

yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan 

provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan 

Arsip Nasional Republik Indonesia. 

j. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan 

kepada Bawaslu. 

k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU 

l. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu 

kepada masyarakat. 

m. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat 

provinsi. 

Kemudian dalam pasal 28, 29 dan pasal 30, terkait KPU Provinsi 

dijelaskan “KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon 

anggota KPU Provinsi  pada setiap Provinsi, tim seleksi mengajukan 

nama calon anggota provinsi sebanyak dua kali jumlah anggota KPU 

provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU dan KPU akan 

memilih calon anggota KPU provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan 

dan kepatutan”. 
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4. Bawaslu 

Berbicara Bawaslu sudah tidak asing dalam Pemilihan Umum 

(Pemilu) banyak disebutkan Bawaslu merupakan badan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pasal 89 ayat (1) 

“Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.”42 

Sebagai ujung tombak sentral pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu 

sendiri terbagi menjadi Bawaslu pusat, Bawaslu profinsi, Bawaslu 

kabupaten atau kota, kelurahan atau desa, Bawaslu LN dan pengawas 

TPS, Bawaslu profinsi, Bawaslu LN Bawaslu pusat, Bawaslu 

kabupaten atau kota, keluranhan atau desa, dan pengawas TPS harus  

bersifat hirarkis, termasuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau 

Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang 

diatur melalui Undang-Undang.43 Dengan demikian Undang-Undang 

masih menjamin hak-hak daerah bersifat khusus dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk dalam hal pengawasan 

sendiri. 

5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban BAWASLU  

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi berjalannya 

Pemilihan Umum (Pemilu) tentu Bawaslu memiliki tugas, wewenang 

dan kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang, hal itu sebagai 

senjata sentral sebagai asas dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengawas Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam pasal 89 ayat (3) 

                                                           
42 UU NO 07 Tahun 2017 pasal 89 ayat (1) 
43 UU NO 07 Tahun 2017 pasal 89 ayat (3) 
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menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, 

Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan 

Undang-Undang.” Selain itu Bawaslu pusat, Bawaslu profinsi, dan 

Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bagian ketiga pada 

pasal 93 disebutkan bahwa Bawaslu bertugas: 

a. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran 

Pemilu dan sengketa proses Pemilu. 

c. Mencegah adanya praktik politik uang 

d. Mengawasi netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, 

netralitas aparatur sipil Negara, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia 

e. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU. 

f. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan, yang terdiri atas 

g. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu.  

h. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari 

perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan 

pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 
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dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

i. Mengelola, memelihara arsip serta melaksanakan penyusutannya 

berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

j. Mengevaluasi pengawasan Pemilu. 

k. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu kepada DKPP. 

l. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu. 

m. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tingkatan. 

Selanjutnya mengenai wewenang Bawaslu, dalam pasal 95 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Bawaslu berwenang 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi 

Pemilu, 

c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang 

d. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak 

terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran 

administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana 

Pemilu, dan sengketa proses Pemilu, 
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e. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu,  

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban 

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota secara 

berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau 

Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

g. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten atau Kota apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

h. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan 

mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil 

Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, 

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, 

dan Panwaslu LN, 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota, dari anggota 

Panwaslu LN, 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 
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Berikutnya dalam pasal 96 disebutkan Bawaslu berkewajiban; 

“bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas 

Pemilu pada semua tingkatan, menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu 

secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, mengawasi 

pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan 

yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Tugas, wewenag dan kewajiban Bawaslu 

provinsi secara detail diatur sendiri dalam pasal 97 Undang-Undang 

No 7 Tahun 2007, tentang Pemilu bersifat tetap dan hirarkis. 
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BAB III 

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILU DI DAERAH KHUSUS 

NANGRO ACEH DARUSALAM 

A. Sejarah Singkat Dan Kedudukan Otonomi Khusus Nangroe Aceh 

Darussalam 

Penetapan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang berkedudukan 

sebagai Daerah Otonomi Khusus berawal dari sebuah pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang terjadi semasa atau setelah Daerah Operasi 

Militer (DOM). Habibie mengungkapkan; “Terhadap berbagai 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mewarnai berbagai kasus yang 

terjadi semasa maupun pasca Daerah Operasi Militer, telah dilakukan 

langkah-langkah pengusutan dan tindakan secara menyeluruh. Pemerintah 

tidak pernah menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, baik 

yang menyangkut pelanggaran disipin mauun yang menyangkut 

pelanggaran pidana yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh 

masyarakat ataupun TNI/Polri”.1 

Dalam Sejarah dijelaskan bahwa, Aceh adalah salah satu 

pemerintahan daerah yang memiliki sifat khusus, atau istimewa. Hal itu 

terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat 

Aceh yang memiliki ketahanan juang yang tinggi. Sumber dari ketahanan 

tersebut berasal dari pandangan hidup yang berlandaskan kepada syariat 

                                                           
1 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia, 2017, h, 282  
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Islam yang sangat kuat, sehingga Aceh mempunyai modal dalam merebut 

dan memertahankan kemerdekaan NKRI. Pandangan itulah yang tercatat 

sehingga dijadikan landasan tatanan hidup dalam bermasyarakat. Hal 

demikian, yang kemudian menjadi pertimbangan atas ke istimewaan 

Daerah Aceh dengan Undang-Undang No 44 Tahun 1999. Tidak selesai 

disitu dalam Implementasinya, UU tersebut kurang memberikan 

kehidupan dan keadilan bagi masyarakat Aceh sendiri. kondisi ini belum 

dapat menyelesaikan pergolakan masyarakat yang diwujudkan dalam 

bentuk reaksi yang terjadi di Provinsi Aceh. 

Untuk memastikan berbagai pelanggaran HAM di Aceh, pemerintah 

membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh 

(KIPTKA), selaras dengan Keppres RI Nomor 88 Tahun 1999 tanggal 30 

Juli 1999. Adapun respon pemerintah dan PDR RI yang selanjutnya adalah 

bagi penyelenggara persoalan Aceh akan diadakan salah satu solusi politik 

berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur 

tentang penyelenggara otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darussalam. (disingkat UUP Otsus 

NAD 2001). 

Dalam penerapannya, Undang-Undang Otsus ini juga belum mampu 

menampung aspirasi serta kepentingan pembangunan ekonomi, dan 

keadaan politik. Hal inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang 

terkait pemerintahan Aceh dan otonomi seluas-luasnya. Kejadian yang 

terjadi pada akhir Desember 2004 silam diantaranya bencana alam, gempa 
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bumi dan lainnya, telah membangkitkan solidaritas potensi bangsa untuk 

kembali membangun masyarakat serta wilayah Aceh. Tidak hanya itu, 

masyarakat Aceh juga tumbuh  kesadaran yang sangat kuat dari 

pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). untuk menyelesaikan 

konflik secara damai, meyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang 

permanen dalam kerangka NKRI. 

Kenyataannya, permasalahan yang terjadi di Aceh semakin komplek 

ketika masalah domestik menjadi isu Internasional. Hal ini terbukti ketika 

masalah di Aceh diangkat dalam Nota Kesepahaman MoU di Helsinki 

pada tanggal 15 Agustus 2005. Adapun yang menjadi pintu pembuka 

perdamaian di Aceh, adalah atas penandatanganan Nota Kesepahaman 

antara pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. 

Meskipun awalnya penandatanganan MoU tersebut  mendapatkan reaksi 

pro-kontra, namun pada akhirnya semuanya menyepakati bahwa di Aceh 

harus terwujud suatu perdamaian yang abadi.2 

Nota Kesepahaman yang telah dicapai memiliki enam isi utama, 

yaitu, 

a.  amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. 

b.  Hak Asasi Manusia. 

c.  pembentukan Misi Monitoring Aceh (AMM), dan penyelesaian 

perselisihan. 

d.  pengaturan keamanan. 

                                                           
2 Ibid, 283 
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e. penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 

 Penyusunan RUU Pemerintah Aceh ini mendaat perhatian dari 

seluruh komponen masyarakat setelah hampir seluruh butir nota tersebut 

terlaksana. Yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat Aceh adalah apakah 

butir-butir dalam Nota tersebut dapat ditindak lanjuti menjadi Undang-

Undang. Sedangkan bagi masyarakat diluar Aceh akan melihat sejauh 

mana keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat Aceh. 

Tanggal 11 Juli 2006 RUU Pemerintahan Aceh secara aklamasi 

disetujui dalam Sidang Paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan Aceh,  hal inilah yang 

kemudian menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Aceh. Hal ini tentunya 

terdapat beberapa masalah komplek dan menjadi pembahasan cukup 

Intensif, seperti masalah judul kewenangan, bagi hasil, Parpol local, 

Pilkada, peradilan HAM, dan lainnya yang membutuhkan penjelasan agar 

tidak terjadi salah tafsir dalam semangat yang mendasarinya. 

Undang-Undang ini memiliki dua sifat pokok yaitu. 

1. Komprehensif. (mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan 

di Aceh secara menyeluruh sehingga muatannya mencakup 40 

bab). 

2. Tuntas. (dalam memuat pengaturan secara perinci dan setail 

sehingga diperlukan dua peraturan pemerintah dan tiga peraturan 

presiden sebagai pelaksanaan Undang-Undang. Sedangkan daerah 

harus menyelesaikan 68 qanun). 
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Secara subtansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebut 

sebagai kekhususan yang menyangkut Pemerintahan Daerah Aceh, yakni. 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 akan menanggung beban 

sebagai lanjutan dari Nota Kesepahaman.  

b. Proses yang inklusif menjadi syarat yang harus ada, karena sebagai 

bagian dari upaya perdamaian yang diharapkan. Sedangkan proses 

dan pembahasan yang partisipatif, transparan akan menjadi bagian 

dari proses perdamaian itu sendiri, karena dalam proses itulah akan 

terkumpul masukan, dan terjadi “Internalisasi” serta proses 

pemahaman substansi RUU, sehingga nantinya dapat membantu 

masyarakat dalam membantu implementasi Undang-Undang 

tersebut.  

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki jangka waktu 

penyusunan yang tidak bisa ditawar, yaitu kurang lebih satu Tahun.  

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah puncak akhir dari 

adanya proses politik. Tentunya tidak adil jika hanya dikritisi dari satu sisi 

saja, karena hal tersebut tidak akan terakomodasi seluruhnya dan akan 

menjadi adil apabila melihat seluruh niat baik pihak-pihak yang 

menginginkan aceh sejahtra. perlu diingat bahwa beberapa kewenangan 

yang tidak ada dalam MoU maupun draf RUU pemerintahan Aceh. Usul 

DPRD, dimasukkan dengan jernih demi masa depan yang baik untuk 

Aceh. Sejarah masyarakat Aceh yang ditandai dengan adanya gerakan 

perjuangan untuk kemerdekaan telah membawa dampak yang tidak baik 
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yaitu, jatuhnya korban yang tidak bersalah serta tidak sedikit. Masyarakat 

Aceh hidup dalam ancaman keamanan yang mencekam, perekonomian 

yang tidak berkembang, sehingga masyarakat Aceh menjadi semakin 

terpuruk.  

Maka dari ini, terlihat bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh 

dapat memberikan direksi kewarga Negaraan yang cukup besar, baik 

tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten atau kota, apalagi jika 

dibandingkan dengan daerah lain. Yang menjadi tantangan kedepan adalah 

bagaimana semua elemen pemerintah, pemerintahan Aceh dan 

pemerintahan Kabupaten atau Kota mampu untuk mengoptimalkan secara 

sinergis terhadap segala peluang yang tergambar melalui direksi 

kewenangan untuk dapat memakmurkan Aceh secara demokratis. 

Harapannya, dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini, 

dapat mempercepat kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Aceh. 

Untuk melaksanakan Undang-Undang ini, adanya partisipasi aktif dari 

seluruh komponen Bangsa, khususnya rakyat Aceh sendiri sangat 

dibutuhkan, karena masih perlu proses yang panjang.3 

B. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh  

1. Tinjauan Yuridis Yang Mengatur Kekhusuan Aceh  

Kekhususan Otonomi Aceh  hal tersebut merupakan perwujudan 

cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 18, 18A,  

dan Pasal 18B, UUD 1945. cita-cita yang terdapat pada Pasal 18, Pasal 

                                                           
3 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Prenadamedia, 2017, h, 285-286. 
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18A, dan Pasal 18B tersebut adalah “menjamin kemandirian daerah 

provinsi dalam mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi, 

dan melindungi nilai-nilai tradisional kesatuan masyarakat hukum adat 

yang terdapat disetiap provinsi”. 

Pengaturan konsep otonomi khusus dilatar belakangi MoU di 

Helsinki, dimana Aceh diberi kekhususan hak untuk daerahnya sendiri. 

adanya Aceh sebagai salah satu provinsi dengan otonomi yang bersifat 

khusus sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. 

Sebelum Undang-Undang ini juga tetap berlaku Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Aceh. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah Undang-Undang yang 

menjadi patokan hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di 

Aceh. Selaras dengan itu Undang-Undang ini dibuat juga sebagai 

bentuk tindak lanjut dari Nota kesepahaman MoU antara pemerintah 

RI dan Gerakan Aceh merdeka (GAM) tepat pada tanggal 15 Agustus 

2005. Kemudian Satu tahun setelah itu tepatnya  pada tanggal 11 

Agustus  2006 akhirya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tersebut diundangkan.4 

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, 

pelaksanaan otonomi khusus Aceh sudah mampu diterapkan. Namun, 

dalam pelaksanaanya tidak semuanya berjalan dengan lancar. 

Nyatanya muatan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 

                                                           
4 Lihat Zaki ‘Ulya, “Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan 
Makna Otonomi Khusus Di Aceh”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, h, 378. 
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11 Tahun 2006 yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

yaitu hanya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai 

aturan pelaksanaan yaitu, PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai 

Politik Lokal Aceh, sebagai landasan hukum pendirian partai politik 

lokal Aceh, calon Independen yang ikut serta dalam pelaksanaan 

Pemilukada di Aceh.5 

Sebagaimana yang telah disebutkan kekhususan Aceh dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah pada pasal 1 ayat (1), 

pasal 5 ayat (1), pasal 18 , 18A, pasal 18B dan pasal 20 UUD 1945. 

Dimana “Undang-Undang mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus”. Lebih lanjut 

dijelaskan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

yang dikutip dari Phoenna Ath Thariq dalam jurnalnya menyatakan 

bahwa, Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang bersifat istimewa, dan diberi kewenangan khusus untuk 

mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat.  sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dalam 

sistem dan prinsip NKRI.6 

Pada pasal 7 ditegaskan bahwa pemerintahan Aceh memiliki 

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pada 

semua sektor peblik kecuali urusan pemerintah yang bersifat Nasional, 

politik luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 
                                                           
5 Lihat Pasal 75 sampai dengan Pasal 88 Undang- undang  No. 11 Tahun 2006. 
6 Phoenna Ath Thariq, Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Mou Helsinki Dan Kekhususan Dalam 
Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jurnal Ius Civile, Vol 3, No 2, Oktober 2019, h, 53. 
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Nasional, dan urusan tertentu dalam bidang Agama. Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006, memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau Kota agar dapat 

membentuk sebuah lembaga, badan, dan komisi menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan itu semua dengan persetujuan 

DPRA atau DPRK, menyangkut pengaturan lembaga, badan atau 

komisi tersebut diatur dengan Qanun. 

Untuk dapat lebih mudah sedikit penulis menyimpulkan landasan 

yuridis ke khususan Aceh sebagai berikut; 

a. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, 

dan Pasal 20 Undang-Undang NRI 1945.  

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, 

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan 

Aceh. 

2. Implikasi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Dengan ditetapkannya Otonomi kekhususan Aceh yang 

pengaturan rumah tangganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 maka, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) juga 

diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana 

yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.  Provinsi Aceh yang 

ditetapkan sebagai daerah khusus memiliki regulasi sendiri tentang 
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pengaturan penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan umum sebagai 

implikasi dari MoU Helsinki ditahun 2005 antara Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM).  hal itu dilaksanakan sebagai 

menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan di Aceh. Hasil 

MoU adalah Undang-Undang otonomi khusus Aceh yang sebut dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-Undang tersebut 

memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggraan 

Pemilu di Aceh, dimana KIP adalah suatu lembaga yang bertindak 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Namun, KIP tersebut adalah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari KPU yang memiliki tugas, 

fungsi, serta wewenang yang sama dengan KPU, yang membedakan 

adalah terdapat dalam proses rekrutmen anggota penyelenggara 

Pemilu, dimana perekrutan anggota KIP atas usulan legislative 

(DPRA),  (“sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh”).7 

3. Undang-Undang Yang Mengatur Pemilihan Umum Di Aceh 

Secara Umum Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Umum 

di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Secara 

Implisit pengaturan. Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 KIP Aceh sebagai penyelenggra Pemilihan Umum 

presden atau wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, angota 
                                                           
7 Lihat Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, Asrinaldi, “Penerapan Prinsip Independensi Dan 
Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019”, Jurnal 
Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 6 No 2 Tahun 2019, h, 377. 
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DPRA, dan pemilihan gubernur atau wakil Gubernur. Dengan 

demikian poin pertama dalam Undang-Undang Aceh telah mengatur 

kelembagaan penyelenggara Pemilu yang dikenal dengan KIP. Pada 

ayat (2) dijelaskan mengenai KIP kabupaten atau kota juga sebagai 

penyelenggara pemilihan presiden/wakil presidan, anggota DPR, DPD, 

DPRA dan DPRK serta ditambah juga pada pemilihan Gubernur atau 

wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta pemilihan Walikota 

atau Wakil wali kota.8  

Berkaitan dengan pengusulan Anggota KIP dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 anggota KIP diusulkan Oleh DPRA 

dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Peresmian 

yang dilakukan oleh Gubernur dengan penetapan KPU menunjukkan 

kalau antara KPU dan KIP saling berhubungan dan sama-sama bersifat 

Independen melihat Aceh punya hak untuk yang dilindungi oleh 

konstitusi.9 Sementara dalam pengusulan anggota KIP kabupaten atau 

kota diusulkan Oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh 

Bupati atau wali kota. Jika penulis mengamati dalam pelaksanaan 

keanggotaan KIP Aceh diresmikan secara sistematis dan tertib 

berdasarkan urutan wilayahnya masing-masing. Dalam ayat (6) 

dijelaskan bahwa dalam pengusulan KIP tersebut baik KIP Provinsi 

Aceh atau KIP kota, DPRA atau DPRK yang membentuk tim tim 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006  pasal 56 ayat (1) dan (2).  
9 UU Nomor 11 Tahun 2006 pasal 56 ayat (4) 
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independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan 

penyaringan terhadap anggota KIP.10 

Regulasi berikutnya pengaturan penyelenggraan Pemilu di Aceh 

diatur dalam Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 dan Qonun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2016. Pengaturan penyelenggraan Pemilu yang 

dilaksanakan oleh KIP Aceh dalam dua Qonun Aceh ini mengatur 

semua mekanisme penyelenggraan Pemilu Aceh secara mandiri dan 

pengaturannya dilkaukan dengan bentuk yang sistimatis. ketentuan 

penyelenggraan Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban Komisi 

Independen Pemilihan (KIP) disesuaikan dengan jenis pemilihan itu 

sendiri, artinya tugas, wewenang dan kewajiban pemilihan anggota 

dewan, presiden atau wakil presiden, gubernur atau wakil gubernur, 

bupati atau wakil bupati diatur secara sendiri-sendiri.11  

Meski demikian hubungan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota 

bersifat tetap dan hirarkis.12 Ini menunjukkan KIP Aceh bersifat 

Independen selama tidak diatur oleh konstitusi dasar. Dengan 

demikian Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu 

Aceh diatur oleh tiga Undang-Undang yaitu; dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006, dijelaskan dan dimutakhirkan dalam bentuk 

Qonun, yaitu Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 dan Qonun Aceh 

                                                           
10 UU Nomor 11 Tahun 2006 pasal 56 ayat (6) 
11 Secara jelasnya mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KIP Aceh yang disesuaikan dengan 
jenis pemilihannya lihat Qonun  Aceh Nomor 7 Tahun 2007 pasal (6) dan Qonun Aceh Nomor 6 
Tahun 2016  pasal (6), (7), dan pasal (8). 
12 Lihat Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 pasal 4 ayat (1) dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 
pasal 4 ayat (1) 
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Nomor 6 Tahun 2016. Ketiga Undang-Undang ini sebagaimana yang 

telah diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Aceh 

adalah daerah denga otonomi khusus. 

C. Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Daerah Khusus Aceh 

1. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu Yang Independen  

Dari uraian yang menjelaskan Hak Aceh dalam menyelenggrakan 

Pemilihan Umum sendiri, sehingga lembaga penyelenggara Pemilihan 

Umum di Aceh tentunya bersifat independen. Kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu yang Independen merupakan salah satu 

ketentuan yang harus dipenuhi agar tercapainya Pemilihan Umum 

yang demokratis. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945, yang mengatakan bahwa Penyelenggara Pemilu di 

Indonesia bersifat mandiri. 

Kemudian ketentuan Pemilihan Anggota Penyelenggara Pemilu di 

Aceh baik itu KIP Aceh maupun panwaslih. Anggota KIP Aceh 

walaupun diusulkan oleh DPRA, namun pola pemilihannya dengan 

melibatkan Tim Independen yang bersifat ad hoc dinilai telah mampu 

mengurangi kekuasaan DPRA untuk mempengaruhi pemilihan anggota 

KIP Aceh. Hal ini juga diperkuat oleh minimnya masyarakat terhadap 

tidak independenya anggota KIP Aceh dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

Begitu juga terkait dengan Panwaslih Aceh, yang pola 

pemlihannya sama dengan KIP Aceh. Disisi lain ada syarat yang 
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mengharuskan calon anggota KIP Aceh dan Panwaslih Aceh, bukan 

merupakan anggota partai politik. Ketentuan tersebut mencoba untuk 

membatasi keterlibatan anggota partai politik dalam keanggotaan KIP 

Aceh, karena keterlibatan anggota partai politik dapat menyebabkan 

terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of power).13 

2. Komisi Independen Pemilu (KIP)  

Komisi Independen Pemilu penyelengara Pemilihan Umum di 

Aceh. Lebih lanjut mengenai pengaturan KIP Aceh diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 lalu dimutakhirkan 

pengaturan lebih lanjutnya yang berkaitan dengan pengaturan KIP 

pemilihan gubernur dan lainnya dalam Qonun Aceh  Nomor 07 Tahun 

2007 dan Qonun Aceh No 6 Tahun 2016. Artinya terkait dengan 

dengan Komisi independen diatur dalam Undang-Undang Aceh No 11 

Tahun 2006 dan dilaksanakan oleh Qonun Aceh No 7 Tahun 2007 dan 

Qonun Aceh No 6 Tahun 2016. 

3. Kedudukan KIP  Aceh  

KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilu adalah pemeran utama 

keberlangsungan Pemilu di Aceh. Qonun Aceh No 7 Tahun 2007 

menyebutkan kedudukan KIP. Disebutkan bahwa KIP Aceh harus 

berkedudukan di ibu kota provinsi Aceh, sementara KIP kabupaten 

atau kota berkedudukan dikabupaten atau kota.14 Dalam melaksanakan 

tugasnya, KIP Aceh dan kabupaten atau kota bersifat tetap dan 
                                                           
13 Ansarullah dan  M. Nur, Perkembangan Yuridis Ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum Di 
Aceh, Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum dan keNegaraan, Vol. 2(4) November 2018, h, 728. 
14 Qonun Aceh No 7 Tahun 2007 pasal 3 ayat (1) dan (2) 
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hirarkis, artinya merekan memiliki wewenang masing-masing. 

Pelaksanaan tugas KIP Aceh dan KIP kabupaten atau kota dibantu oleh 

sekretariat, mengenai tata kerjanya selama tidak diatur oleh KPU maka 

diatur oleh KIP Aceh. Tentang kedudukan KIP Aceh yang dijelaskan 

dalam Qonun Aceh No 7 Tahun 2007 tidak berbeda pengaturannya 

dengan Qonun Aceh No 6 Tahun 2016.  

4. Tugas dan Wewenang  KIP Aceh  

Untuk mengatur penyelenggraan Pemilu, Undang-Undang No. 11 

Tahun 2006  mengatur tentang tugas dan wewenang KIP selaku 

penyelenggra Pemilu di Aceh. Dalam pasal 58 Undang-Undang No. 11 

Tahun 2006 menyebutkan tugas dan wewenang KIP; 

a. Merencanakan, dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur atau 

Wakil Gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil 

walikota. 

b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur atau Wakil 

Gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil 

walikota. 

c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, 

bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota. 

d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta 

pemungutan suara pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, 

bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota. 
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e. Menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan. 

f. Meneliti persyaratan calon Gubernur atau Wakil Gubernur, 

bupati/wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota yang 

diusulkan. 

g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan. 

h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye. 

i. Melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana 

kampanye. 

j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan 

mengumumkan hasil pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, 

bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melalui 

rapat pleno. 

k. Melakukan evaluasi, dan memberikan laporan kepada DPRA atau 

DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur atau Wakil 

Gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil 

walikota. 

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan 

5. KIP Aceh Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum 

Intenasional IDEA menyatakan bahwa lembaga penyelenggara 

Pemilu atau di Indonesia disebut dengan KPU. Dimana, KIP Aceh 

adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari KPU. KIP merupakan 

suatu organisasi atau suatu lembaga yang memiliki tujuan, dan 
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bertanggung jawab secara legal, untuk melaksanakan sebagian atau 

semua elemen yang esensial dalam melaksanakan pemilihan umum 

atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung yang lainnya, seperti 

referendum dan pemungutan suara ulang jika pada instrumen-

instrumen tersebut adalah bagian kerangka kerja yang bersifat legal. 

Elemen-elemen itu yang bersifat esensial sebagai pelaksanaan Pemilu 

diantaranya adalah,15 

a. Pertama, menentukan siapa yang layak dipilih, menerima 

serta menvalidasi para kandidat, melakukan Polling, 

menghitung suara dan mentabulasi suara. apabila elemen-

elemen terseut dialokasikan kepada lembaga, maka seluruh 

lembaga yang menerima wewenang tersebut bisa 

dikategorikan sebagai LPP. LPP bisa berupa lembaga yang 

berdiri sendiri, atau berupa unit khusus Pemilu didalam 

lembaga yang lebih besar yang tidak terdapat tugas-tugas 

kepemiluan, dan sejalan dengan yang diperoleh dilapangan. 

Seluruh elemen yang disebutkan dalam International IDEA 

ini, telah dilaksanakan oleh KIP Aceh dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya meskipun dalam beberapa hal 

tugas pelaksanaannya didelegasikan kepada KIP Kabupaten 

atau Kota dan tim Ad hoc-nya. Selain itu untuk menguatkan 

pernyataan internsional IDEA yaitu mengenai KIP Aceh 
                                                           
15Lihat jurnal Rahmah Harianti dkk, Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi 
Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Jurnal Ilmu 
Pengetahuan Sosial, vol 6 No. 2 Tahun 2019,  h, 370-380. 
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sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan di Aceh 

sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagaimana ketentuan 

Deklarasi 10 Negara di Accra Ghana Tahun 1993, terdapat 5 

(lima) kriteria yang perlu dipenuhi sebuah lembaga sebagai 

penyelenggara Pemilu yang didalamnya juga mencakup juga 

tentang apa yang dijelaskan oleh International IDEA.  Kriteria 

tersebut yaitu, sebuah agensi yang permanen, Independen, 

serta memiliki kredibelitas yang berwenang mengorganisir 

dan melakukan secara periodik Pemilu yang bersifat bebas 

dan jujur. Dari ini tampak jelas bahwa Pemilu dan pemilihan 

di Aceh diselenggrakan oleh KIP Aceh dan termasuk bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dari KPU. KPU dan KIP 

merupakan lembaga permanen dari Undang-Undang. Dalam 

penyelenggaraan Pemilu, KIP Aceh melaksakanakan secara 

bertahap yaitu lima Tahun sekali. Selain itu KIP Aceh juga 

telah dikukuhkan dengan berbagai aturan Perundang-

undangan. 

b. Kedua, mandat kebolehan dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum harus terdapat dalam konstitusi, termasuk tata cara 

dalam melakukan Pemilu, pendaftaran partai calon, 

pendidikan pemilih,  prosedur Pemilu, pembuatan kebijkan 

Pemilu dan cara menyelesaikan perselisihan Pemilu. Pemilu 

yang dilaksanakan. 
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c. Ketiga, Keanggotaan yang nonpartisan. Artinya, ketentuan 

tentang jumlah keanggotaan yang diangkat oleh kepala 

Negara dan mendapat persetujuan parlemen. Hal ini juga 

diatur diberbagai Undang-Undang. Bahkan untuk mengikuti 

seleksi sebagai anggota KIP Aceh, dibubuhkan juga surat 

pernyataan bahwa mereka tidak terlibat dalam partai politik 

selama lima Tahun. 

d. Keempat, Agensi Pemilu harus mempunyai pendanaan yang 

cukup, memiliki anggaran sendiri dalam merancang 

kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang 

fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah. KIP 

Aceh juga mempunyai Anggaran sendiri dalam 

penyelenggaraan Pemilu yang dikelola berdasarkan Undang-

Undang dan Aturan-aturan yang berkaitan Keuangan provinsi 

Aceh.  

e. Kelima, dasar hukum yang memungkinkan agensi Pemilu 

memobilisasi aparat (staf), dan sumber-sumber yang lain 

untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu ini, terlihat dari 

adanya Pegawai di KPU yang bersifat organik yang juga 

terikat dengan Undang-Undang Kepegawaian, artinya KPU 

bisa melakukan perekrutan Pegawai atau staf secara mandiri 

sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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Selain itu, lembaga penyelenggraan Pemilu harus kredibel, 

dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, hal ini sebagaimana 

yang tertuang dalam pasal 22 E Ayat (5) UndangUndang 

Dasar 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang 

bersifat nasional, tetap dan mandir”. Dari pasal tersebut 

dijelaskan tentang tugas pokok KPU adalah melaksanakan 

penyelenggaraan Pemilu. KIP Aceh yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari KPU. KIP Aceh memiliki tugas 

dan wewenang yang sama dengan KPU dalam hal 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Sehingga 

selayaknya, KIP Aceh dapat dikatakan sebagai Lembaga 

Penyelenggara pemilihan umum. 

6. Independensi KIP Aceh Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu 

Berbeda dengan daerah yang lain, Aceh memiliki regulasi yang 

berbeda dengan daerah lain dalam menentukan dan menetapkan 

penyelenggara Pemilu. Aturan khusus dalam melaksanakan rekrutmen 

penyelenggara Pemilu selain ketentuan yang telah berlaku secara 

Nasional, Juga dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006, dan Qonun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 mengenai 

penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di Aceh. Dengan Undang-

Undang tersebut, beberapa pasal memberikan kesan melimpahkan 
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kekuasaan yang besar kepada legislative (DPRA) dalam mengusulakn 

dan menentukan penyelenggara Pemilu. 

Internasional IDEA menyatakan bahwa, Komisi pemilihan 

Independen  yang dinegara Indonesia dikenal dengan KPU dan KIP 

Aceh yang merupakan bagian dari KPU, guna melindungi rakyat, hak-

hak partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang bebas, dan adil. Komisi 

ini memiliki peran dalam memberikan standar pada pemilihan. Peran 

yang dilakukan mencakup pemantaun secara langsung dalam 

pemilihan presiden Nasional maupun regional. agar tetap menjamin 

terhadap kepercayaan masyarakat, maka komisi ini harus bersifat 

Netral (Nonpartisan). Selain itu, komisi ini juga harus mempunyai 

dana serta sumber daya yang cukup guna menjalankan tugas-tugasnya.  

sedangkan di Indonesia pelaksanaan Independensi dan etikanya, 

para penyelenggara Pemilu sendiri telah menciptakan pengaturan 

terkait dengan kode etik Pemilu yang didalamnya juga menyangkut 

kemandirian atau Independensi lembaga penyelenggara Pemilu.16 

Dari ungkapan Internasional IDEA bahwa lembaga komisi 

memiliki sifat yang independen dan dari kata non partisan dapat 

diartikan secara ketentuan tidak ada pihak partai politik yang bisa 

masuk dan bermain didalamnya, berkaitan dengan penelitian ini maka 

dapat ditarik benangnya, bukan hanya lembaga KPU yang bersifat 

independen, KIP Aceh dalam hal penyelenggaraan Pemilu juga 

                                                           
16 Ibid  
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bersifat independen. Tetapi bedanya berdasarkan ungkapan 

Internasional IDEA kata “nonpartisan” kusus Aceh karena proses 

rekrutmen penyelenggara Pemilu KIP Aceh justru dilakukan oleh 

Komisi A Dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dimana seluruh 

anggotanya merupakan anggota dari partai politik.17 Kehawatiran dari 

komisi ini adalah kawatir yang terpilih merupakan salah satu dari 

anggota partisipan partai politik. 

7. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih)  

Pilkada atau Pemilu di Aceh diselenggarakan oleh lembaga 

peneylenggara yang disebut dengan Komisi Independen pemilihan 

(KIP) dan diawasi oleh panitia pengawas pemilihan Aceh atau yang 

disebut dengan (Panwaslih) yang berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 dan Qonun Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

penyelenggaraan pemili serta Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2016. 

Mengenai pembentukan panwasli sebagai penawas pemilihan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan. 

a. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) 

orang yang diusulkan oleh DPRA atau DPRK. 

b. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten atau kota 

dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad 

hoc. 

                                                           
17 ibid 
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c. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang 

ini diundangkan. 

d. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan 

setelah pelantikan Gubernur atau Wakil Gubernur, bupati atau 

wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota.18 

Mengenai tugas, wewenang dan kewajiban panwaslih Aceh, 

selanjutnya dijelaskan dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006. Pada ayat (1)  tugas dan wewenag panwaslih meliputi 

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil 

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan walikota/wakil walikota. 

b. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan 

c. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.19 

Kemudian tugas dan wewenag yang diberikan kepada panwaslih 

pada pasal 62 dijelaskan, “pengawasan semua tahap penyelenggaraan 

pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wal 

ikota/wakil walikota, penyelesaian sengketa yang timbul dalam 

pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan 

walikota/wakil walikota, penerusan temuan dan laporan yang tidak 

dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan pengaturan 

                                                           
18 Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pemilu 
19 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang peneyenggaraan Pemilu 
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hubungan koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan”.20 

Tugas dan wewenang tersebut adalah tugas dan wewenang secara 

umum dalam pengaturan pengawasan terhadap pemilihan, mengenai 

tugas wewenang, dan kewajiban Panwasli dalam tingkatan pemilihan 

dijelaskan dalam sebuah Qonun,21 sesui dengan tingkatan jenis 

pemilihannya. 

8. Hubungan Lembaga Penyelenggra Pemilu Di Aceh  

Lembaga penyelenggra Pemilihan Umum secara Nasional 

sebagaimana yang telah lumrah yaitu KPU dan Bawaslu. KPU dan 

Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu Nasional, untuk 

mempermudah dan lebih efektifnya penyelenggra Pemilu dalam ruang 

lingkup wilayah yang luas dan kinerjanya maka, dibentukalah 

Pemilihan Umum didaerah.22 Di Aceh dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah KIP Aceh, panwaslu dan panwaslih 

Aceh. Untuk kinerja tugas kinerja KIP Aceh dan Bawaslu Aceh serta 

kewenangan lembaga tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf (c) 

menyatakan bahwa KIP Aceh yaitu; menindak lanjuti rekomendasi 

Bawaslu Aceh atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran 

Pemilu, mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan 

pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang 

                                                           
20 Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
21 Ketentuan tugas dan wewenang tersebut lebih lanjut di jelaskan dalam Qonun Aceh Nomor 7 
Tahun 2007 dan Qonun Aceh 6 Tahun 2016. 
22 Rumlan subekti, “Study Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif”, (Jakarta: 
kemitraan partnership, Tahun 2015), h, 25. 
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mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu Aceh dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan.23 Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan 

KIP Aceh dengan Bawaslu Aceh memiliki kinerja koordinasi dalam 

penyelenggaraan Pemilu di Aceh dimana dalam pasal tersebut KIP 

Aceh menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan segera rekomendasi 

kepada Bawaslu Aceh mengenai pelanggaran Pemilu tersebut. 

Sementara itu, hubungan KIP Aceh dengan KPU tampak jelas 

memiliki kenerja tugas yang saling bergantungan satu sama lain, 

keduanya saling berkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya hal itu 

dibuktikan dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 pada pasal 7 

terkait dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, DPRA. 

Disana dijelaskan dalam menerima daftar pemilih dari KIP, KIP 

menerima daftar pemilih dari KIP kabupaten lau kemudian 

disampaikan kepada KPU. Selai itu juga KIP melaksanakan tugas dan 

wewenang lainnya sebagaimana yang diberikan oleh KPU dan 

Undang-Undang.24 Dari dua pernyataan ketentuan peraturan tersebut 

kelembagaan penyelenggara pemeilihan umum di Aceh antara pusat, 

provinsi kabupaten dan lainnya memang saling berkoordinasi. 

 

 

 

                                                           
23 Pasal 7 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum 
24 Ibid poin (l) 
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D. Konflik Norma Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh 

Secara kelembagaan, KIP yang merupakan bagian dari KPU. KPU 

adalah institusi demokrasi yang harus menjaga dan memastikan prosedur 

yang terpola dan pasti dalam melaksanakan pemilu sehingga hasilnya 

tidak dapat diketahui.25 Keberadaan KIP Aceh diatur dengan dua aturan 

berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentan 

Pemerintahan Aceh Beserta turunannya yang berupa Qonun dan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kehadiran dua 

dasar hukum tersebut tidak terlepas dari status Aceh sebagai daerah 

otonomi khusus. 

Hadirnya dua aturan pemilu di Aceh pada gilirannya membawa 

beberapa dampak bagi KIP Aceh. Pertama, dari sisi penamaan yang 

berbeda dengan nama pelaksana pemilu didaerah lain pada umumnya, 

keberadaan KIP diakui merupakan bagian dari KPU (Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh). Kedua, model 

rekrutmen anggota KIP berbeda dari rekrutmen anggota KPU didaerah. 

Anggota KIP Aceh direkrut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Ketiga, jumlah 

anggota KIP berbeda dari jumlah anggota KPU didaerah lainnya yang 

diatur sesuai dengan jumlah pemilih didaerah tersebut. Adapun jumlah 

anggota KIP Aceh ditentukan sebanyak 7 orang untuk provinsi dan 5 

                                                           
25Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang 
Demokratis.” Jurnal Hukum 15(3) 2008, h, 402.  
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orang untuk kabupaten/kota (Pasal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 

tentang pemerintahan).  

Saat ini, perangkat hukum yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan 

pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Pada dasarnya, Undang-undang tersebut merupakan kodifikasi 

dari beberapa undang-undang pemilu yang ada. Pada bagian menimbang 

undang-undang a quo disebutkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang pemilu untuk menyatukan dan menyederhanakan 

aturan pemilu sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara 

serentak. 

Adapun KIP diakui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. sebagai lembaga penyelenggara pemilu di 

Aceh, disamping Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih 

Aceh). Dalam Pasal 557 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 ditetapkan bahwasanya KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota 

merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. 

Bahkan pada ayat 2 pasal a quo ditetapkan lebih lanjut, kelembagaan 

penyelenggara Pemilu di Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan 

pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini. 

Setidaknya, ada dua dampak perubahan bagi KIP Aceh yang lewat 

pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pertama, 

berkurangnya jumlah anggota yang sebelumnya ditentukan sebanyak 7 

(tujuh) orang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006  menjadi 5 
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(lima) orang, sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017. Begitu pula dengan jumlah keanggaotan KIP 

Kabupaten/Kota yang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 

ditentukan 5 (lima) orang untuk semua daerah, menjadi 3 (tiga) atau 5 

(lima) orang. Berkurangnya jumlah anggota KIP Aceh dan 

Kabupaten/Kota oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disesuaikan 

berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah 

wilayah administratif pemerintahan Aceh (Pasal 10 ayat 2). Didalam 

penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

penentuan jumlah anggota KPU/KIP Aceh dilakukan berdasarkan 

penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara 

luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota. Provinsi dengan hasil 

penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), 

jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang. Sedangkan 

Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), 

jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang. 

Begitu pula dengan penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten 

Kota/KIP Kabupaten Kota, penentuan jumlah anggotanya berdasarkan 

penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara 

luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil 

penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), 

jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. 

Sedangkan Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 
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500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 

3 (tiga) orang (Pasal 10 ayat 1). Sehingga Provinsi Aceh yang 

penduduknya mencapai lima juta jiwa, jumlah komisioner KIP menjadi 5 

orang, berkurang dua orang sebagaimana ditentukan dalam Undang 

Nommor 11 Tahun 2006. 

Sementara pencabutan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 57 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. tidak berubah secara 

signifikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap menetapkan 

lamanya masa jabatan KIP Aceh adalah selama 5 (lima) tahun, sama persis 

dengan KPU Provinsi didaerah lainnya. Hanya ketentuan tentang masa 

kerja yang dalam Undang Nommor 11 Tahun 2006. dihitung sejak tanggal 

pelantikan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

dihitung sejak sumpah/janji diucapkan (Pasal 10 ayat 8). 

Kedua, perubahan terhadap pola rekrutmen. Adapun perubahan 

terhadap poin ini sesunggunya telah mengundang perdebatan yang 

menghasilkan dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa 

kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ikut 

mengubah pola rekrutmen anggota KIP yang tidak lagi berada ditangan 

DPRA, melainkan diserahkan kepada KPU. Pandangan ini dikemukakan 

oleh anggota DPRA dan dijadikan dalil melakukan pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kepada Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 61/PUU-

XV/2017. Bagi pemohon, kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
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2017 tentang Pemilu telah mengurangi kewenangan DPRA dalam seleksi 

anggota KIP sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006. 

Ada pula pandangan kedua yang menyebutkan bahwa kehadiran 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengubah 

pola rekrutmen anggota KIP Aceh. DPRA masih tetap memiliki hak 

tersebut. Hanya saja, KIP Aceh harus mengikuti kelembagaan KIP yang 

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni jumlah 

anggotanya yang disesuaikan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, 

luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan Aceh. 

Pandangan ini dikemukakan oleh DPR tatkalah memberikan keterangan 

dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam 

Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017. 

Belakangan, perubahan terhadap kelembagaan KIP dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah dibatalkan oleh MK. 

Artinya, saat ini kelembagaan KIP Aceh kembali merujuk pada ketentuan 

yang berada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan qanun 

turunannya. Didalam putusannya, MK memutuskan bahwa pencabutan 

kedua pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 yang ikut mengubah kelembagaan KIP Aceh adalah 

inkonstitusional. Lewat putusan itu, MK mengembalikan kelembagaan 

KIP Aceh sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
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2006, karena menurut MK kedua pasal itu mengandung nilai historis dan 

harus dihormati sebagai ciri kekhususan Aceh.  

Tabel Ruang Lingkup Awal Pasal Yang Menimbulkan Konflik 
NO Ketentuan  Rumusan  

1.
Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b 
serta ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 07 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum 

1) “Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di 
Aceh terdiri atas: 

a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi 
dan Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/ Kota merupakan satu 
kesatuan kelembagaan yang hierarkis 
dengan KPU; dan 

b. Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi 
Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan 
Kabupaten/Kota merupakan satu 
kesatuan kelembagaan yang hierarkis 
dengan Bawaslu. 

2) berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggaraan 
Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mendasarkan dan 
menyesuaikan pengaturannnya 
berdasarkan Undang-undang ini”. 
 

2. Pasal 571 huruf d Undang-
Undang Nomor 07 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum 

“Pasal 57 dan Pasal  60 ayat (1), ayat (2) serta ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pemerintahan Aceh , dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku”. 

 

Demikian juga pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 prosesnya  bertentangan  dengan  

ketentuan  Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006, dimana tidak dilakukan konsultasi dan tidak ada 

pertimbangan DPR Aceh, pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat 

(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bukan saja 

bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi juga bertentangan dan 

melanggar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI, sehingga 
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secara politis yuridis telah merusak kepercayaan (trust) Rakyat Aceh atas 

komitmen perdamaian Pemerintah Pusat kepada Aceh yang mengingkari 

Komitmen Politis Pemerintah Pusat dengan Rakyat Aceh atas Perdamaian 

Helsinki 15 Agustus 2005, sebagai ujud untuk menyelesaikan konflik 

Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi 

semua. 

Tabel Konflik Norma Undang-Undang Pemilu 
Ketentuan Undang-Undang  Nomor 11 

Tahun 2006 
Undang-Undang  Nomor 7  

Tahun 2017 
Pengusulan 

anggota KIP 
Aceh dan 
Panwaslih 

Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) 
serta Pasal 60 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintah Aceh 
“Anggota KIP Aceh diusulkan oleh 
DPRA dan ditetapkan oleh KPU 
dan diresmikan oleh Gubernur” 
“Dalam melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5), DPRA/DPRK 
membentuk tim independen yang 
bersifat ad hoc untuk melakukan 
penjaringan dan penyaringan calon 
anggota KIP” 
“anggota Panitia pengawas 
pemilihan sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (1) dan 
ayat (2), masing-masing 
sebanyak 5 (lima) orang yang 
diusulkan oleh DPRA/DPRK”. 
 

Pasal 29 ayat (1) UU Pemilu 
“tim seleksi mengajukan nama calon 
anggota KPU Provinsi sebanyak 2 
(dua) kali jumlah anggota KPU 
Provinsi yang akan berakhir masa 
jabataanya kepada KPU” 
 
setelah itu KPU yang akan memilih 
calon anggota KPU Provinsi 
sebagaimana yang disebutkan di 
dalam Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu, 
 
“KPU memilih calon anggota KPU 
Provinsi berdasarkan hasil uji 
kelayakan dan kepatutan” 

Jumlah 
Anggota KIP 

Aceh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006  yang menyebutkan jumlah 
anggota KIP Aceh sebanyak 7 
(tujuh) tanpa melihat jumlah 
penduduk . Pasal 57 ayat (1) 
 
“Anggota KIP Aceh berjumlah 7 
(tujuh) orang dan anggota KIP 
kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) 
orang yang berasal dari unsur 
masyarakat”. 

Jumlah anggota KIP menjadi 5 (lima) 
orang sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 
Pemilu dan Penjelasannya, 
“KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) 
atau 7 (tujuh) orang” 
 
dalam penjelasannya disebutkan 
bahwa: 
“penentuan jumlah anggota KPU 
Provinsi berdasarkan perhitungan 
dengan rumus jumlah penduduk 
ditambah hasil kali antara luas 
wilayah dan jumlah daerah 
kabupaten/Kota” 
“Provinsi dengan hasil 
penghitungan sama dengan atau 
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lebih dari 10.000.000 (sepuluh 
juta) jumlah anggota KPU 
Provinsi sebanyak 7 (tujuh) 
orang”  
“Provinsi dengan hasil 
penghitungan kurang dari 
10.000.000 (sepuluh juta) 
anggota KPU provinsi sebanyak 5 
(lima) orang” 
 

Hak 
Pengusulan 
KIP Aceh 

Pasal 56 ayat (4) dan ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 
“Anggota KIP Aceh diusulkan oleh 
DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan 
diresmikan oleh Gubernur” 
“Dalam melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5) DPRA/DPRK 
membentuk tim independen yang 
bersifat ad hoc untuk melakukan 
penjaringan dan penyaringan 
Anggota KIP”; 
 
 

Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu 
dengan sendiri telah mencabut pasal 
berkenaan dengan Pemilu, hal 
tersebut ditegaskan 
“Kelembagaan Penyelenggaraan 
Pemilu di Aceh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib 
mendasarkan dan menyesuaikan 
pengaturannnya berdasarkan 
Undang-undang ini” 
 
Dan dalam pasal Pasal 27, Pasal 28, 
Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pemilu 
mengenai KPU Provinsi, dimana tim 
Pansel yang dibentuk oleh KPU yang 
melakukan seleksi anggota calon 
anggota KIP sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 27 ayat (1) UU Pemilu 
“KPU membentuk tim seleksi untuk 
menyeleksi calon anggota KPU 
Provinsi pada setiap Provinsi” 
 
Pasal 29 ayat (1) UU Pemilu 
menyatakan: 
“Tim seleksi mengajukan nama 
calon anggota KPU provinsi 
sebanyak 2 (dua) kali jumlah 
anggota KPU Provinsi yang 
berakhri masa jabatannya kepada 
KPU” 
 
Pasal 30 ayat (2) UU Pemilu: 
“KPU akan memilih calon 
anggota KPU Provinsi 
berdasarkan hasil uji kelayakan 
dan kepatutan” 
 
 

Pencabutan 
pasal 57 dan 
60 Undang-

Undng Nomor 
11 Tahun 2006 

Pasal 269 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh 
“Dalam hal adanya rencana 
perubahan Undang-Undang ini 
dilakukan dengan terlebih dahulu 
berkonsultasi dan mendapatkan 

Pasal 571 huruf d Undang-Undang 
Nomor 07 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum 
“Pasal 57 dan Pasal  60 ayat (1), 
ayat (2) serta ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pemerintahan Aceh , dicabut 
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pertimbangan DPRA” 
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2016 
 “Rencana pembentukan  undang-
undang  oleh   Dewan   Perwakilan   
Rakyat   yang berkaitan langsung 
dengan Pemerintah Aceh dilakukan 
dengan konsultasi dan 
pertimbangan DPRA” . 

dan dinyatakan tidak berlaku”. 
Dalam prosesnya pencabutan tersebut 
tidak melalui konsultasi dengan 
DPRA  
 
 

 

E. Analisis Penyelesain Konflik Norma Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh 

Persoalan konflik norma dan petentangan tersebut dalam teori 

hukum positif harus diselesaikan dengan asas preferensi. Menurut Shidarta 

dan Petrus Lakonawa asas preferensi hukum berperan sebagai penyelesai 

konflik diantara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara 

terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan 

terjadi konflik diantara hukum positif tersebut, maka asas preferensi  

hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-

undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan.26 Maka dari itu  

peraturan terkait dengan jumlah anggota KIP, nomenklatur nama dan 

metode rekrutmen anggotanya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hal tersebut mengingat jika  

dilihat dari asas superior (derajat peraturannya) derajat antara Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  

keduanya sama dalam hierarkis, dilihat dari asas posterior (masa 

pembuatannya) UU Pemilu memang produk yang lebih baru jika 

                                                           
26 Shidarta dan Petrus Lakonawa. Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan 
Penggunaannya. Jakarta. Penerbit BINUS University. Rubric of Faculty Members. 2018.  
Dipublikasikan pada 3 Maret 2018, http://business-law.binus.ac.id 
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dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun 

untuk menerapkan UU Pemilu untuk mengatur KIP dan menyampingkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 akan berdampak pada ketidak 

harmonisan antara pusat dan provinsi. Hal itu karena Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006  lahir atas konsensus Aceh dan pemerintahan 

Indonesia yang juga berdasarkan UUD 1945. Sedangkan jika dilihat dari 

asas specialis (kekhususannya) tentu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006  adalah aturan yang lebih kusus untuk Aceh di bangdingkan dengan 

UU pemilu. Maka dari ketentuan ini  peraturan terkait dengan jumlah 

anggota KIP, nomenklatur nama dan metode rekrutmen anggotanya 

didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh. 

F. Teori Konflik Norma Dan Penyelesaiannya Dalam Hukum Islam  

Konflik norma dalam Islam juga bisa terjadi dan disebut dengan al 

Ta’arud meski kaitannya dengan Al-Adillah dan tidak secara eksplisit 

dijelaskan namun permasalahan konflik norma dalam Islam juga dibahas. 

Konflik norma atau yang disebut Al-Ta’arud dalam Islam dapat diartikan 

satu dalil yang ketentuan hukum yang berbeda atau berlawanan dengan 

ketentuan hukum yang dihasilkan oleh dalil lain. Artinya dengan kata lain 

dalam satu kasus hukum diatur oleh peraturan hukum yang berbeda, 

namun menurut ahli hukum sebenarnya perbedaan itu hanyalah perbedaan 

secara dhohir yang memang perlu untuk diselesaikan. Menurut Ulama 

Hanafiyah mengatakan bahwa Ta’arud bisa terjadi antara nash-nash syara’ 
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ataupun Ta’arud antara dalil-dalil selain nash. Ta’arud juga terjadi pada 

dalil-dalil selain nash, semisal Ta’arud antara dua qiyas, maka waijb bagi 

seorang mujtahid untuk mentarjih kedua qiyas tersebut dengan 

mengutamakan salah satunya. Ulama Syafi’iyah tidak jauh berbeda 

dengan Ulama Hanafiyah dalam merumuskan teori penyelesaian konflik 

norma hukum atau pertentangan dalam Fiqih, hanya saja Ulama Syafi’iyah 

lebih mendahulukan teori Kompromisasi (Al-Jam’u Wa Al-Taufiq) di 

bandingkan dengan teori-teori yang lain. 

Apabila konflik norma atau pertentangan terjadi maka Menurut 

Ulama Hanafiyah terdapat metode-metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikannya, secara sistimatis adalah sebagai berikut:  

1. Nasakh, metode ini, seorang ahli hukum harus melacak sejarah dari 

kedua  ketentuan hukum (nash), dan ketika sudah diketahui mana yang 

lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka ketentuan 

hukum yang datang kemudian hukumnya menghapus  yang terdahulu. 

Teori ini memiliki kesamaan dengan asas dalam hukum postif yaitu 

asas lex posterior derogat legi priori  

2. Tarjih, Tarjih adalah menguatkan salah satu ketentuan hukum (dalil) 

dari dua ketentuan hukum yang terjadi konflik norma atau  

bertentangan berdasarkan beberapa indikasi (qorinah) yang 

mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua ketentuan hukum  yang 

terjadi konflik norma atau bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh 

seorang ahli hukum (mujtahid), maka ahli hukum tersebut harus me-
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menguatkan atau mengunggulkan salah satu ketentuan hukum ketika 

memungkinkan.27 

3. Al-Jam’u wa al-Taufiq, Al-jam’u wa al-taufiq yaitu mengompromikan 

ketentuan hukum yang terjadi konflik norma atau pertentangan setelah 

mengumpulkan keduanya, hal ini berdasarkan kaidah “mengamalkan 

kedua ketentuan hukum (dalil) lebih baik dari pada meninggalkan atau 

mengabaikan ketentuan hukum yang lain”.28 

4. Tasaqut al-Dalilain, Tasaqut al-dalilain adalah langkah terakhir 

seorang ahli hukum yang berarti menggugurkan kedua ketentuan 

hukum (dalil) yang terjadi konflik norma atau bertentangan dan 

mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa 

menggunakan metode diatas.29 

konflik norma atau pertentangan peraturan perundang-undangan 

dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa teori, peneliti pada 

penelitian ini menggunakan teori Al-jam’u wa al-taufiq artinya 

mengompromikan ketentuan hukum yang terjadi konflik norma atau 

pertentangan setelah mengumpulkan keduanya, hal ini berdasarkan kaidah 

“mengamalkan kedua ketentuan hukum (dalil) lebih baik dari pada 

meninggalkan atau mengabaikan ketentuan hukum yang lain”. Dalam 

artiyan kedua peraturan dikompromikan sehingga dalam konteks ini semua 

ketentuan terkait dengan jumlah anggota KIP, nomenklatur nama dan 

                                                           
27 Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia,  
Bandung: Pustaka setia, 2007, h,  83. 
28 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh Bandung: Pustaka Setia, 1998, h, 227. 
29 Wahbah bin Musthofa Az-zuhaily, al-wajiz fi ushuli al-fiqh, tt.th. h. 246. 
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metode rekrutmen anggotanya merujuk disesuaikan dengan kedua 

peraturan tersebut 30 

G. Implikasi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilu Aceh 

Atas dasar Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus yang diatur 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka, Implikasi Aceh 

dalam peraturan penyelenggaraan Pemilu antara lain adalah  

1. Anggota KIP, Jumlah anggota KIP Aceh, metode rekrutmen 

anggotanya dan Panwaslih diusulkan oleh masyarakat Aceh 

melalui DPRA atau DPRK yang ditetapkan dalam UU pemilu 

yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

2. Anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksudkan 

masing-masing sebanyak lima orang yang diusulkan oleh 

DPRA/DPRK. Uraian ini menunjukkan otonomi khusus yang 

diberikan Undang-Undang kepada Aceh. 

3. Komisi Independen Pemilihan (KIP) bertidak sebagai lembaga 

penyeleggara Pemilu dan ditetapkan juga dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu 

4. Panwaslih bertindak sebagai lembaga pengawas pemilihan umum 

di Aceh. 

5. DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc 

untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP 

                                                           
30 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh Bandung: Pustaka Setia, 1998, h, 227. 
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Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemilu tetaplah mendasar 

kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan 

Aceh. Ketentuan terhadap Undang-Undang ini tidak akan ada perubahan 

sehingga dilakukan konsultasi dan pertimbangan dengan  DPR Aceh, 

dimana telah dijamin Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 

dan telah diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

Tentang pemerintahan Aceh. Selain itu menurut Syarifuddin Hasyim 

Provinsi Aceh memberlakukan aturan khusus (lex spesialis) yang diatur 

didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh 
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BAB IV 

KONFLIK NORMA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI 

NANGRO ACEH DARUSSALAM  

A. Implikasi Status Khusus Nangro Aceh Darusalam Pada Peraturan 

Penyelenggaraan Pemilu Diwilayah Tersebut 

1. Status Khusus Nangro Aceh Darussalam Dalam Yuridis  

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, menyatakan Indonesia adalah 

“Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. berdasarkan Undang-

Undang ini menurut Ni’matul Huda dipahami bahwa, pada prinsipnya 

dalam penerapan Negara Kesatuan Republik, yang memegang tampuk 

kekuasaan paling tinggi seluruh urusan Negara ialah pemerintahan 

pusat tanpa adanya pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan 

daerah.1 Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang dasar 1945 pasal 

18, pasal 18A dan pasal 18B menyatakan “selain Negara kesatuan, 

Indonesia memberikan keluasan bagi daerah dengan menerapkan 

konsep otonomi, termasuk Aceh”.  

Aceh dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang pemerintahan Aceh. Sepanjang sejarah hal tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari nota kesepahaman yang telah dilaksanakan oleh  

pemerintah RI dengan GAM, yang diberi fasilitas oleh mantan 

presiden Filandia yang bernama Marti Ahtisari. dalam MoU pada pasal 

1 tentang pemerintahan Aceh disebutkan pemerintahan RI dan GAM 

                                                           
1 Ni’matul huda, “Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika”, 
(Yogyakarta: Pustka Pelajar, 2009), h, 54. 
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bersepakat terhadap Undang-Undang tentang penyelenggraan 

pemerintahan Aceh yang harus berdasar pada prinsip Aceh, 

melaksanakannya dalam semua sektor-sektor publik yang 

diselenggarakan secara bersamaan melalui administrasi dan sipil 

peradilan, kecuali kewenangan pemerintahan RI yang dijamin oleh 

konstitusi, persetujuan Internasional RI, keputusan DPR, kebijakan 

administratif RI. Persoalan di Aceh ketika menyangkut Aceh harus 

dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan legislatif dari Aceh.2 

artinya Aceh dengan MoU tersebut berwenang untuk melaksnakan 

pemerintahannya sendiri kecuali kewenangan yang harus dijalankan 

oleh pemerintahan pusat atas dasar perintah konstitusi. Bahkan 

ditegaskan lagi jika kebiijakan sebagaimana yang tersebut berkaitan 

tentang Aceh harus mendapat persetujuan dari Aceh, ini membuktikan 

Aceh mendapatkan jaminan hak secara yuridis. 

Pada awalnya kekhususan Aceh, dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan 

provinsi daerah istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2001 tentang Otonomi khusus bagi Aceh, Yang kemudian dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai 

pemerintahan Aceh,  yang memiliki makna sendiri dalam kaitannya 

dengan Otonomi daerah. Menurut Hendratno yang dikutip dari jurnal 

Zaki Ulya, 

                                                           
2 Lihat MoU helsinki, pada pasal 1 ayat (1.1.2) poin a, b, dan c. mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan di Aceh. 
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“pemberian status otonomi khusus maupun status keistimewaan 
terhadap Aceh dan daerah-daerah yang lain mengarah pada model 
bentuk susunan federah. Pandangan tersebut, didasarkan kepada 
berbagai alasan dan argumentasi yang di temukan dalam Undang-
Undang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang yang 
menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. salah satunya Aceh tersebut, semisal diberikannya hak 
kepada masyarakat Aceh untuk membentuk partai-partai politik 
lokal atau hal lain seperti penyelenggaraan Pemilu”.3 
 
Selain itu di Negara-Negara juga telah terlaksana asas 

desentraslisasi. yaitu, menyerahkan urursan pemerintahan pusat pada 

daerah otonom. Dengan pelaksanaan desentraslisasi inilah yang 

menjadi payung daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.4 

Dengan teori ini Aceh memiliki kewenangan dalam mengatur rumah 

tangganya sendiri yang telah diamanatkan oleh konstitusi dengan tetap 

pengaturannya merujuk kepada konstitusi dasa. Maka dari itu inti dari 

konsep pelaksanaan daerah yaitu upaya bagaimana memaksimalkan 

hasil yang akan dicapai serta menghindari kerumitan yang akan terjadi 

dalam suatu daerah dan menghambat pelaksanaan otonomi daerah.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan 

Aceh. Undang-Undang tersebut sebagai legalitas yuridis Aceh. terkait 

dengan otonomi kekhususan Aceh dengan dasar pertimbangan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam konsederan dengan menimbang 

huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang 

                                                           
3 Lihat jurnal Zaki Ulya, “Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan 
Makna Otonomi Khusus Di Aceh”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, h, 381. 
lihat juga jurnal Edi Toet Hendratno, “Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme”, 
(Jakarta: Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, 2009), h, 238. 
4 Ni’matul Huda,  Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2005, h,  95. 
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menjadi penyebab adalah akibat bencana alam dan tsunami yang 

menimpa Aceh. dari itu memunculkan solidaritas terhadap seluruh 

potensi bangsa Indonesia untuk kembali membangun masyarakat dan 

wilayah Aceh, serta menyelesaikan permasalahan secara damai, 

menyeluruh, berkelanjutan, serta martabat dalam rangka menjaga 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Adapun yang menjadi titik tekan otonomi khusus Aceh yang 

tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh, dilihat dari muatan Undang-Undang tersebut,  

telah mengklasifikasikan muatan Otonomi khusus Aceh dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa, ada beberapa prinsip 

yang mendasari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; 

a. Prinsip demokrasi pada ayat (3) dan ayat (4). 

b. Prinsip Otonomi dan tugas pembantuan pada ayat (2). 

c. Prinsip Otonomi seluas-luasnya pada ayat (5). 

d. Prinsip pembagian daerah yang bersifat hirarkis pada ayat (1). 

Dari otonomi tersebut, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 

tentang pemerintahan Aceh, bahwa Aceh berwenang juga dalam 

melaksanakan sendiri penyelenggaraan Pemilu yang dikenal dengan 

istilah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Komisi Independen 

Pemilihan (KIP) dalam Undang-Undang tersebut memiliki 

kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh, meliputi  

presiden atau wakil presiden, Anggota DPR, Anggota DPR, Pemilihan 
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Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali 

kota atau Wakil wali kota di Nangro Aceh Darussalam.5 Masih banyak 

Yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  Aceh 

terkait dengan kekhususan lainnya, dalam rangka efesiennya peneliti 

dalam penelitian ini tidak menyebutkan semua kekhususan tersebut 

kecuali yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara yuridis Aceh 

telah memiliki payung hukum dalam melaksanakan haknya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. Hak Dan Wewenang Aceh Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan 

Pemilu  

Secara umum, yang menjadi legal standing penyelenggara 

Pemilihan Umum (Pemilu) telah dijamin dan ditetapkan dalam UUD 

1945 dalam pasal 22E ayat (5) dan Undang-Undang terbaru tentang 

penyelengggaraan Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilu 

merupakan suatu lembaga yang kedudukannya bersifat independen, 

artinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya bersifat tetap dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak manapun. Penyelenggara Pemilu adalah 

salah satu wujud demokrasi yang merupakan amanah dari kedaulatan 

rakyat. Disisi lain persoalan penyelenggaraan Pemilu berkaitan dengan 

HAM, Pemilu membutuhkan adanya perlindungan jaminan hak setiap 

individu maupun kolektif dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 

                                                           
5 Lihat pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 
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pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 

dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan Negaranya”dan pasal 28D ayat (1). 

 Tidak lepas dari terkait dengan penyelenggraan Pemilu HAM 

mengatur daerah-daerah khusus dalam melaksanakan penyelenggaraan 

Pemilu, Aceh salah satu daerah khusus yang diberikan hak oleh 

Undang-Undang dalam penyelenggaraan Pemilu secara mandiri yang 

tertuang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh. Muatan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjamin hak Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu; 

1. Pasal 18A ayat (1) : “hubungan wewenang antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, 

atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan 

undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah”. 

2. Pasal 18B ayat (1) : Mengakui dan menghormati satuan-

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsus atau istimewa 

yang diatur oleh Undang-Undang 

3. Pasal 18B ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang 
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4. Pasal 28C ayat (2): setiap orang berhak memajukan dirinya 

dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat bangsa dan negaranya. 

Dari ketentuan Undang-Undang diatas Aceh mempunyai hak 

dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu di Aceh 

sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh. Menetapkan bahwa, “penyelenggara Pemilihan 

Umum (Pemilu)  di Aceh terdiri dari KIP Aceh dan panwaslih Aceh. 

KIP Aceh memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan 

Umum presiden/wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, 

anggota dewan perwakilan daerah, anggota DPRA, dan pemilihan 

gubernur/wakil gubernur.”6 Untuk KIP Aceh Kabupaten atau kota 

menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden atau Wakil Presiden, 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur atau Wakil 

Gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota. 

Selain itu Hak dan wewenang  Aceh dalam penyelenggaraan 

Pemilu tertuang dalam Qonun yaitu, Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 

2007 dan Qonun Aceh, yang menjadi ketentuan peraturan pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 56 ayat (7) tentang 

pemerintahan Aceh, dimana dalam pasal tersebut berbunyi “ketentuan 

                                                           
6 Lihat pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tenteng pemerintahan Aceh.  
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lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, mekanisme kerja dan 

masa Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atur 

dengan Qonun”.7 

3. Implikasi Status Khusus Aceh Pada Peraturan Penyelenggaraan 

Pemilu  

Disebutkan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewadan diberi 

kewenangan khusus untuk memengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur. 

Selanjutnya pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 

1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Aceh sesuai dengan Fungsi dan kewenangan masing-masing. Aceh 

sebagai Daerah khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa 

Aceh lalu kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh.  Dari regulasi ketentuan peraturan yang mendasari 

Aceh sebagai daerah dengan status khusus, tidak dapat dipungkiri hal 

                                                           
7 Lihat pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 
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itu berimplikasi pada peraturan penyelenggaraan Pemilu di Aceh.  

Undang-Undang yang mendasari status khusus Aceh telah melahirkan 

satu Undang-Undang yang menjadi Rujukan Aceh dalam mengatur 

Rumah tangganya dalam melaksanakan penyelenggaraan daerahnya. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang dimaksud, 

dalam pengaturannya Aceh memiliki kekhususan dari daerah-daerah 

lain, termasuk dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu. 

Implikasi kekhususan Aceh dalam peraturan penyelenggaraan Pemilu 

di Aceh memang tidak lepas dari status keistimewaan Aceh. Status 

keistimewaan Aceh yang bermula dari nota kesepahaman MoU di 

Hensinki yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan Aceh 

dalam rangkan tetap menjaga solidaritas Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Selain itu secara yuridis kekhususan Aceh telah sesuai 

dengan konstitusi, Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18A dan 

pasal 18B telah menjadi dasar atas kekhususan Aceh. Dalam muatan 

pasal itu ada beberapa prinsip yang mendasarinya prinsip tersebut 

adalah  

a. Prinsip badan perwakilan dipilih secara langsung dalam 

Pemilihan Umum. ( pasal 18 ayat 3). 

b. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya menurut Aasas Otonomi dan tugas 

pembantuan.  ( pasal 18 ayat 2). 
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c. Prinsip hubungan pusat dengan daerah dilakukan secara sama 

dan adil. ( pasal 18 A ayat 2). 

d. Prinsip kekhususan dan keberagaman Daerah. ( pasal 18A 

ayat 1). 

e. Prinsip mengakui dan menghormati terhadap kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. ( 

Pasal 18B ayat 2). 

f. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus dan istimewa. ( Pasal 18B ayat 1). 

g. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. ( pasal 18 ayat 

5) 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  yang 

mengatur tentang kekhususan pemerintahan Aceh, dimana sebelumnya 

juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, yang juga 

menjadi dasar hukum bagi penyelenggara otonomi kekhususan Aceh. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang 

mengatur tentang pemerintahan Aceh, dalam ketentuannya terkait 

dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, juga 

terlibat diatur pelaksanaan ketentuannya dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006. Secara Nasional sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 kelembagaan yang mengatur 

penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai badan pengawas Pemilu. KPU 
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merupakan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, sementara Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu 

yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. 

Berbeda halnya dengan Aceh, Aceh adalah salah satu provinsi di 

Indonesia yang memiliki regulasi khusus dalam melaksanakan 

penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dari adanya MoU helsinki. 

Kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh atas dasar Otonomi 

khusus atau konsep Desentralisasi A simetris, sebagaimana yanng di 

atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh. Status kekhsusan yang diberikan kepada Aceh 

salah satunya adalah mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

Pasal 1 angka 12  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan 

yang bertidak sebagai lembaga penyeleggara Pemilu adalah Komisi 

Independen Pemilihan (KIP) bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2007 dijelaskan kelembagaan Pemilu di Aceh terdiri atas 

a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi 

Independen Pemilihan kabupaten/Kota merupakan satu 

kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. 

b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu 

kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu 

Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal (2) bahwa, “Kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan 

Undang-Undang ini”.8 Dengan ketentuan ini jelas bahwa status ke 

khususan Aceh membawa implikasi terdadap peraturan 

penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Implikasi terhadap peraturan 

penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah  

1. Anggota KIP, Jumlah anggota KIP Aceh, metode rekrutmen 

anggotanya dan Panwaslih diusulkan oleh masyarakat Aceh 

melalui DPRA atau DPRK, sehingga anggota KIP Aceh 

berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota 

berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat 

Yang juga di tetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,  

2. Anggota panitia pengawas pemilihan masing-masing 

sebanyak lima orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.  

3. Komisi Independen Pemilihan (KIP) bertidak sebagai 

lembaga penyeleggara Pemilu dan ditetapkan juga dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.  

4. DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad 

hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon 

anggota KIP 

Kaitannya dengan Aceh, implikasi status kekhususan Aceh memang 

berdampak pada penyelenggaraan Pemilu. Secara umum dan mutlak 

masyarakata Aceh yang memiliki peran besar tentang penyelenggaraan 

                                                           
8 Lihat Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
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pemilu melalui DPRA dan DPRK, hal itu telah dijamin oleh  ketentuan  

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006, dimana Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini 

dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan 

pertimbangan DPRA, sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B 

ayat (1) UUD 1945, yang telah diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006. 

B. Penyelesaian Konflik Terkait Kedudukan Penyelenggara Pemilu 

Dalam Melaksanakan Pemilu Di Aceh  

1. Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang tergolong baru yang 

muncul pasca terjadinya amandemen atas UUD NRI. Secara terperinci 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan 

kehakiman yang ada di Indonesia dan secara jelas dinyatakan dalam 

pasal 24 ayat (2) serta pasal 24C ayat (1) sampai pada  ayat (6) UUD 

1945.  

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai salah satu wujud nyata 

dari perlu adanya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-

lembaga Negara (Ceck And Balances). Mahkamah konstirusi dibentuk 

sebagai penegasan terhadap prinsip-prinsip hukum  atas perlunya hak 

asasi (Hak Konstitusi) yang dijaman secara konstitusi. selain itu,  

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai sarana penyelesaian problem 
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atau konflik yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang tidak 

ditentukan termasuk konflik tentang perundang-undangan. 

Mahkamah Konstitusi didalamnya memiliki sembilan anggota 

hakim konstitusi yang ditetepakn oleh presiden dimana mereka 

diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang 

oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), dan tiga orang lagi oleh 

presiden. Dalam hal itu ketua dan wakil ketua mahkamah kosntitus 

dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.9 

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi 

dikonsturksikan sebagai  

a. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai penafsir agar 

sepirit konstitusi tetap hidup dan mewarnai keberlangsungan 

bernegara dan bermasyarakat apalagi ditengah eleman sistem 

konstitusi. 

b. Mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan 

dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten 

dan bertanggung jawab.  

c. Sebagai pengawal konstitusi yang memiliki sifat menegakkan 

keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat.  

Dari urain diatas secara eksplisit ditegaskan pada pasal 2 Undang-

Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan 

“Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga Negara yang 

                                                           
9 Lihat I gede Yusa, Hukum Tata Negara, Malang: Setara Press, 2016, h. 141-142. 
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melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan” 

dengan Undang-Undang ini Mahkamah Konstitusi berkedudukan 

dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi sebagai 

mahkamah kehakiman yang menjalankan amanah Undang-Undang  

untuk menjamin berlangsungnya konstitusi. 

Selain itu pasal tersebut juga menyangkut tiga hal yang berkaitan 

dengan Mahkamah Kosntitusi, tiga hal itu adalah  

a. Kedudukan mahkamah kosntitusi, berkedudukan sebagai 

lembaga Negara 

b. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman 

yang absolut dan bebas dari pengaruh pihak lain.  

c. Mahkamah Konstitusi berfungsi menyelenggrakan perdilan 

guna mengekkan hukum dan keadilan.10 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia bersama dengan dengan Mahkamah 

Agung memegang kekuasaan kehakiman. Maka, fungsi utamanya, 

Mahkamah Konstitusi adalah pengawal agar konstitusi dijalankan 

dengan konsisten dan benar (The Guardian Of Constitutions) dan 

menafsirkan konstitusi atau UUD 1945 (The interpreter of 

constitutions).  

                                                           
10 Titik triwulan tutik, Restorasi hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Negara republik Indonesia 1945, depok: prenadamedia group, h. 627-629. 
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Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah 

Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam 

perkembangan ketatanegaraan. Dewasa ini, karena segala ketentuan 

atau kebijakan yang dibuat penyelenggara Negara dapat diukur dalam 

hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.11 Mahkamah 

Konstitusi sebagai suatau lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang Dasar 1945 maka, Mahkamah Kosntitusi memiliki 

kewenangan yang juga diberikan dan diatur dalam Undang-Undang 

Dasar. Secara khusus wewenang Mahkamah Konstitusi diatur pada 

pasal 24C  ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. juncto pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi menyatakan:12 

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji Undang-Undang terdadap Undang-Undang Dasar. 

b. Memutus pembubaran partai politik 

c. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. 

d. Memutus terhadap sengketa kewenangan lembaga Negara 

dimana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar. Semisal, usul pemberhentian presiden dan wakil 

presiden oleh DPR kepada MPR apabila mereka terbukti telah 

                                                           
11 Ibid. 
12 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
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melakukan pelenggaran hukum sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 7A UUD 1945. 

Sementara fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 

a. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk penafsir konstitusi. 

Artinya, dalam menjalankan tugasnya, hakim MK diharuskan 

mampu melakukan penafsiran terhadap konstitusi.  

b. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak asasi manusia. 

Artinya, konstitusi berisi dokumen perlindungan hak asasi 

manusia yang dihormati. maka, Mahkamah Konstitusi harus 

bertindak untuk menegakkan kebenaran. 

c. Mahkamah kosntitusi sebagai pengawal konstitusi (The 

Guardian Of Constitution). Dan itu diatur dalam UU No. 24 

Tahun 2003 mengatur tentang penjagaan konstitusinya. 

d. Mahakamah kosntitusi sebagai penegak demokrasi. Artinya, 

demokrasi harus ditegakkan melalui penyelenggaraan Pemilu 

yang jujur dan adil.13 

2. Mahkamah Konstitusi Sebagai Penyelesai Konflik Norma 

Kedudukan Penyelenggraan Pemilu dengan Asas Preferensi  

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara dan 

lembaga pengawal kosntitusi, tentunya memiliki kewenangan. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi disepakati untuk ditentukan secara 

limitatif dalam Undang-Undang Dasar 1945, kesepakatan ini 

                                                           
13 Yuwaslina,  Hukum Tata Negara di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016), h. 77. 
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mengandung makna penting karena, Mahkamah Konstitusi akan 

menilai konstitusionalitas dari suatu Undang-Undang atau norma, atau 

sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya ditentukan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, karena itu sumber kewenangan 

Mahkamah Konstitusi harus langsung dari Undang-Undang Dasar. 

Dengan demikian, tidak ada suatu lembaga Negara yang dapat 

mempermaslahkan atau menggugurkan putusan mahkamah kosntitusi. 

Disisi lain, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara pengawal 

kosntitusi tidak melakukan tindakan atau memberika putusan yang 

keluar dari kewenangannya yang secara limitatif ditentukan Undang-

Undang Dasar.14  

Dengan fungsi Mahkamah kosntitusi sebagai lembaga pengawal 

konstitusi, Mahkamah Konstitusi emiliki kewenangan sebagai 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang UUD atau 

dikenal dengan istilah “judicial review”. Pasal 51 ayat (3) UUMK 

2003 mengatur, bahwa pengujian kosntitusionalitas suatu Undang-

Undang dimungkinkan bisa dilakukan secara formal dan material. 

Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan Undang-

Undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan 

UUD 1945, sedangkan pengujian secara material adalah memerikasa 

apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

                                                           
14 Titik triwulan tutik, h, 629. 
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Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.15 Dalam 

hal ini mahkamah kosntitusi bertindak sebagai penyelesai konflik 

norma adalah dalam rangka menjamin dam memberikan kepastian 

hukum mengingat mahkamah kosntitusi memiliki tujuan dan fungsi 

sebagai pengawal kosntitusi.  

Dari wewenang dan fungsi mahkamah kosntitusi maka, 

inkonsisten atau konflik norma Dalam peraturan perundang-undangan 

bisa diselesaikan. Inkosistensi, itu terjadi karena Egoism Sectoral 

kementrian/lembaga dalam proses perencanaan dan pementukan 

hukum. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan menurut dirjen 

peraturan perundang-undangan berimplikasi Terjadinya perdebatan 

penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidak pastian hukum, 

peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan 

efisien, disfungsi hukum.16 Inkonsistensi perundang-undangan atau 

juga tejadinya konsflik norma dalam sebuah perundang-undangan satu 

dengan yang lainnya baik secara vertikal maupun horizontal dapat 

dipastikan akan dapat menimbulkan kekacauan, sehingga tidak lagi 

sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan 

                                                           
15 Harun al-rasid, Hak Menguji Dalam Teori Dan praktik, Jurnal konstitusi, vol. 1 Nomor 1, Tahun 
2004, h. 96. 
16 Difungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada 
masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan soasial 
secara tertib dan teratur 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

135 
 

yang telah diberlakukan, kekakcuan itu bukan hanya pada itu saja 

namun akan menimbulkan konflik terhadap dataran prakteknya.17 

Konflik yang terjadi dalam pengaturan Pemilu Aceh antara 

muatan pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait dengan 

KIP, bahwa,  pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta 

pasal 571 huruf d ndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

yang dipersoalkan karena telah menghilangkan hak Aceh sebagai 

daerah khsusus. Dijelaskan bahwa pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilupasal 571 mengenai kelembagaan Pemilu 

di Aceh sebagaimana yang diatur pasal 557 ayat (1) pengaturannya 

wajib dan harus berlandasan dan menyesuaikan pengaturannya 

berdasarkan Undang-Undang tersebut. Sehingga pembentukan 

KIP/KPU provinsi harus mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu dan dengan ini jelas telah mencabut hak 

konstitusional warga Aceh yang ditetapkan sebagai daerah dengan 

otonomi khusus dalam hak pengusulan anggota KIP. Padahal dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 

Aceh diberikan hak kewenangan untuk mengusulkan anggota KIP 

Aceh,  dan Panwaslih sebagaimana yang di atur dalam pasal 56  dan 

pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sementara dalam 

                                                           
17 Lihat jurnal Kadek widya antari dkk, Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik 
Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok 
Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait 
Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah, jurnal l Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan 
Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019), h.94. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tim seleksinya 

dibentuk oleh KPU. Yang mengajukan nama calon anggota KIP 

provinsi sebagaimana telah disebutkan pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 18 kemudian, KPU yang 

akan memilih calon anggota KPU provinsi sebagaimana pasal 30 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. sehingga 

dari hak Aceh dalam pengusulan anggota KIP Aceh dan panwaslih 

telah dilanggar mengingat Aceh adalah daerah khusus. 

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pada 

pasal 57 ayat (1) jumlah anggota KIP sebanyak 7 orang.  Sementara 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jumlah anggota KIP di 

ganti menjadi 5 orang sebagaimana dalam pasa 10 ayat 1 Undang-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini juga merugikan hak 

konstitusional dimana kapasitasnya sebagai anggota DPRA dan warga 

Negara berhak memperjuangkan hak-hak kekhususannya sebagaimana 

yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan lain 

yang terjadi konflik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

bahwa pengusulan anggota KIP  Aceh diusulkan oleh DPRA 

ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh gubernur dan dalam 

melaksanakanakan ketentuannya DPRA/DPRA membentuk tim 

independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan 

penyaringan anggota KIP. Dengan demikina DPRA Aceh berwenang 

                                                           
18 Bunyi pasal terseut adalah “tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU provinsi sebanyak 
dua kali jumlah anggota KPU provinsi yang akan berakhir masa jabatannya kepada KPU”.  
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dalam mennetukan anggota KIP Aceh, sementara dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU lah yang yang membentuk tim 

seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU profinsi pada setian 

provinsi dan KPU juga yang akan memilih calon anggota KPU 

provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan 

pengamatan KPU ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 28, 29 dan 30.19 Dengan 

demikian DPRA provinsi Aceh tidak diberikan kewenangan dalam 

menentukan dan menyeleksi anggota KIP provinsi Aceh. Sementara 

Aceh didirikan dengan kekhususaanya maka, secara tidak langsung 

hak Aceh telah diambil sebagai daerah dengan otonomi khusus.  

Konflik norma hukum yang terjadi di Aceh ini sebab pengaturan 

penbentukan KIP Aceh diatur dalam dua aturan yaitu yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006  dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017, keberadaan dua aturan tersebut telah menghadirkan ketidak 

selarasan atau disharmoni kelembagaan kelembagaan KPU dengan 

KIP Aceh. Selain itu, warga Aceh menjadi kehilangan hak 

konstitusinya sebagai daerah dengan otonomi khusus yang seharusnya 

dalam pengaturan penyelenggaraan Pemilu disesuaikan dengan 

regulasi yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006.  

                                                           
19 Bunyi pasal 28 ayat (1) UU Pemilu No 7 Tahun 2017 “ KPU membentuk tim seleksi untuk 
menyeleksi calon anggota KPU provinsi  pada setiap provinsi”. Dan bunyi pasal 29 ayat (1) “tim 
seleksi mengajukan nama calo anggota provinsi sebanyak dua kali jumlah anggota KPU provinsi 
yang berakhir masa jabatannya kepada KPU” serta bunyi pasal 30 ayat (2) “ KPU akan memilih 
calon anggota KPU provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan”. 
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Saat ini, di Aceh memiliki dua aturan Pemilu atau pemilihan 

umum  yang berlaku. yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 kemudian lahir beberapa qanun. Kondisi ini 

telah menciptakan konflik hukum pada pelaksanaan Pemilu di Aceh.  

Konflik aturan Pemilu ini, berpengaruh pada proses Pemilu, yaitu 

berupa ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Sedangkan kepastian hukum adalah semua aturan Pemilu yang tidak 

mengandung kekosongan hukum, tidak mengandung pasal-pasal yang 

bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pasal-pasal yang 

memiliki multi-tafsir.20  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan yang menjadi 

permasalah dalam Undang-Undang dapat simpulkan bahwa Pasal 557 

ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) dan Pasal 571 huruf d Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merugikan hak 

Aceh sebagai daerah khusus. Dan dari itu mengenai penyelenggara 

pemilu di Aceh terdapat perbedaan pengaturan KIP Aceh yang diatur 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sehingga 

menyebabkan tumpang tindihnya peraturan atau konflik norma. 

Perbedaanya meliputi jumlah anggota KIP, nomenklatur nama dan 
                                                           
20 A. Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap 
Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif. (Yogyakarta: 
Thafa Media. 2016), h, 15. 
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metode rekrutmen anggotanya. pencabutan pada pasal 57 dan pasal 60 

ayat (1), ayat (2),  serta ayat (4) dalam pasal 571 bersifat 

inkonstitusional. pasal-pasal tersebut secara tidak langsung 

bertentangan dengan UUD 1945 diantaranya; 

1. Dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945. 

2. Dalam Pasal 18 ayat (3), 

3. Dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945, 

4. Dalam Pasal 28C ayat (2), 

Menurut zahlul pasha karim, disebutkan dalam jurnalnya,  “jika  

dalam suatu sistem hukum terdapat kontradiksi atau pertentangan, atau 

terjadi konflik norma, maka cara mengatasinya adalah melalui asas 

penyelesaian konflik hukum (asas preferensi). Asas preferensi hukum 

adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih 

didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum 

terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.21 Menurut Peter Mahmud 

Marzuki berdasarkan asas preferensi juga untuk menjaga kepastian 

hukum. Ada tiga asas preferensi dalam ilmu hukum dalam 

menyelesaikan pertentangan atau konflik norma”.22  

 

 

                                                           
21 Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem 
Peradilan Pidana. Semarang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44 No. 4. Fakultas Hukum. 
Universitas Diponegoro. 2015, Hal.  504, 
22 Lihat jurnal, Zahlul Pasha Karim, “Sengkarut Lembaga Pemilu Diantara Tiga Aturan: Studi 
Terhadap KIP Aceh”, jurnal KPU 2019, h, 15. 
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a. Asas “Lex Superior Derogate Legi Inferiori”.  

Menurut Peter Mahmud Marzuki asas lex superior derogat 

legi inferiori mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-

undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, 

namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-

undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan 

pengaturan secara khusus dari yang lain.23 

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini 

memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara 

hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-

undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat 

pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan 

yang Lex Superior mengatur hal-hal yang oleh undang-undang 

ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan 

yang lebih Inferiori.24 

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  dan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keduanya sebagai undang-

undang memiliki hierarki yang sama. Sehingga sulit untuk 

ditemukan mana peraturan perundang-undangan yang derajatnya 

lebih rendah dan lebih tinggi. Jika merujuka pada pendapat Peter 

Mahmud Marzuki dalam pemaknaan asas lex superior derogat legi 

                                                           
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada 
Media Grup. 2013, Hal. 139 
24 A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta. Artikel Hukum Tata 
Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, 
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id 
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inferiori maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

peemrintahan Aceh memiliki muatan khusus untuk Aceh sendiri 

yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

b. Asas “lex Posterior Derogate Legi Inferiori”. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beliau berpendapat bahwa 

asas lex posterior derogat legi priori memiliki definisi peraturan 

perundang-undangan yang baru atau terkini mengesampingkan 

peraturan perundang-undangan yang lama atau terdahulu. 

Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah 

dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. 25 

Artinya asas ini memiliki eksistensi untuk mengingat 

peraturan perundang-undangan yang baru merepresentasikan 

situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung. Namun 

sebaliknya, juga dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan 

peraturan perundang-undangan yang baru dalam memuat rangkaian 

ketentuan atau norma yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi 

yang sedang berlangsung. Jika rangkaian ketentuan atau norma 

yang termuat pada peraturan perundang-undangan terdahulu tidak 

bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-

undangan terkini, maka ketentuan atau norma tersebut tetap 

                                                           
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada 
Media Grup. 2013, Hal. 141-142. 
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berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan 

yang baru atau terkini.26 

Dalam konteks ini, Undang-Undang Pemilu merupakan 

produk hukum baru yang lahir belakangan dibandingkan dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, akan tetapi, penerapan 

Undang-undang Pemilu secara langsung untuk mengatur KIP Aceh 

dan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

akan memberi dampak ketidak harmonisan hubungan antara pusat 

dengan daerah. Sebab pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 merupakan produk hukum yang lahir dari konsensus 

perdamaian antara GAM dengan RI dan berdasarkan UUD 1945. 

Sehingga dalam menerapkan aturan tersebut tentunya harus 

mengedepankan konsensus. Namun dalam konteks Aceh sebagai 

daerah dengan otonomi khusus yang berdasarkan Undang-Undang 

terkait dengan beberapa aturan dalam penyelenggaraan Pemilu, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disesuaikan 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. 

Disisi lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu lahir dalam rangka pengadaan Pemilu serentak. Secara 

filosofis peraturan perundang-undangan terdahulu tidak 

bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-

undangan terkini, sehingga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 

                                                           
26 ibid 
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tetap menjadi rujukan dasar penyelenggaraan Pemilu di Aceh. 

Seharusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

terhadap peraturan Pemilu Aceh adalah manifestasi dari atau 

menpresentasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam 

artian ketentuannya harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006 yang memang mengatur tentang Aceh. 

c. Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali  

Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. artinya, 

peraturan perundang-undangan yang lebih khusus akan 

mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih 

umum. Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra 

menyatakan bahwa asas lex specialis derogat legi generali 

memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan 

mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat 

beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas 

lex specialis derogat legi generalis, yaitu: pertama Rangkaian 

ketentuan atau norma yang dimuat dalam aturan hukum yang 

bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara 

khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut. Kedua 

Rangkaian ketentuan atau norma lex specialis, harus dalam suatu 

tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma 

lex generalis, contohnya UU dengan UU, ketiga Rangkaian 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

144 
 

ketentuan atau norma lex specialis harus berada dalam rezim 

(lingkungan hukum) yang sama dengan lex generalis. 

Dalam konteks ini, berdasarkan tiga prinsip asas lex specialis 

menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

adalah peraturan yang lebih khusus dibandingkan dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengingat keduanya merupakan 

peraturan yang sama dalam hierarki serta berada dalam lingkungan 

hukum yang sama, artinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

dan turunan qonunya merupakan aturan yang juga mengatur 

tentang penyelenggaraan Pemilu yang dalam hal ini adalah 

dilaksanakan KIP. 

Berdasarkan asas preferensi tersebut peraturan penyelenggaraan 

Pemilu di Aceh oleh Komisi Independen Aceh (KIP) sebagai lembaga 

penyelenggara Pemilu di Aceh yang meliputi jumlah anggota KIP, 

nomenklatur nama dan metode rekrutmen anggotanya serta 

keanggotaan, jumlah dan pengusulan Panwaslih tetap merujuk kepada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh 

dan turunan qonunnya. Hal tersebut mengingat jika  dilihat dari asas 

preferensi yang meliputi lex superior (derajat peraturannya), asas lex 

posterior (masa pembuatannya), asas specialis (kekhususannya) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  memiliki cakupan yang 

dominan didalam mengatur Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Maka 

dari ketentuan ini  peraturan terkait dengan jumlah anggota KIP, 
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nomenklatur nama dan metode rekrutmen anggotanya didasarkan 

kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan 

Aceh. 

Secara teori penyelesain sengketa tersebut dapat diselesaikan 

dengan asas-asas tersebut, namun, secara praktek dan implementasinya 

penyelesain konflik dengan menerapkan asas-asas tersebut harus 

melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara dan 

sebagai pengawal konstitusi. Pertentangan dan konflik norma yang 

terjadi di Aceh karena dianggap hak konstitusinya hilang sebagai 

daerah khusus, maka asas-asas tersebut tersebut dapat digunakan oleh 

mahkamah kosntitusi untuk dapat memutuskan dan menyelesaikan 

konsflik yang ada. Dengan alasan konflik norma yang terjadi secara 

tidak langsung bagian pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK dengan 

kewenangannya melakukan pengujian Undang-Undang (judcial 

riview). dapat disimpulkan secara implementasi penerapan regulasi 

yang tejadi pertentangan dan konflik tersebut di selesaikan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam 

implemntasinya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penyelesai 

konflik norma melalui putusannya.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Melalui beberapa penjelasan dari bab-bab yang telah dijelaskan, dan 

berdasarkan pada pokok rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, maka 

penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Status keistimewaan Aceh yang bermula dari nota kesepahaman MoU 

di Helsinki yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan Aceh 

dalam rangka tetap menjaga solidaritas Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah 

istimewa Aceh, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.  

Dari regulasi ketentuan peraturan yang mendasari Aceh sebagai daerah 

dengan status khusus, tidak dapat dipungkiri hal itu berimplikasi pada 

peraturan penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Implikasi terhadap 

peraturan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah pertama, Anggota 

KIP, Jumlah anggota KIP Aceh, metode rekrutmen anggotanya dan 

Panwaslih diusulkan oleh masyarakat Aceh melalui DPRA atau 

DPRK, anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP 

kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur 

masyarakat., kedua Anggota panitia pengawas pemilihan masing-

masing sebanyak lima orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. ketiga 

Komisi Independen Pemilihan (KIP) bertidak sebagai lembaga 

penyeleggara Pemilu dan ditetapkan juga dalam Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Keempat  DPRA/DPRK 

membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan 

penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP 

2. Penyelesaian Penyelesaian konflik norma atau pertentangan tentang 

penyelenggaraan pemilu di Aceh dapat diselesaikan dengan Aass 

Preferensi. Berdasarkan asas preferensi tersebut peraturan 

penyelenggaraan Pemilu di Aceh oleh Komisi Independen Aceh (KIP) 

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh yang meliputi jumlah 

anggota KIP, nomenklatur nama dan metode rekrutmen anggotanya 

serta keanggotaan, jumlah dan pengusulan Panwaslih tetap merujuk 

kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan 

Aceh dan turunan qonunnya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, penulis dalam 

penelitian ini menyarankan: 

1. Mengenai pembuatan peraturan Undang-Undang perlu melihat banyak 

hal serta merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak 

terjadi konflik norma dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945 

2. Berkaitan dengan daerah yang diberi kekhususan, pemerintah lebih 

baik memberikan regulasi secara mutlak yang tidak keluar dari 

Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kesenjangan dan konflik tidak 

terjadi. 
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